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PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA DAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalarn rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
dibidang perumahan dan permukiman yang layak dan sehat
serta dalam rangka memberdavakan masyarakat melalui
upaya meningkatkan rumah tinggal sehingga dapat
berfungsi sebagai pondok wisata guna meningkatkan
pendapatan dan  kesejahteraan  masyarakat perlu
memberikan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS)

kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di
Provinsi Lampung,

. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya perlu ditindak lanjuti dalam bentuk
peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan

Bantuan Swadaya Mahar. Sejahtera dan Pondok Wisata di
Provinsi Lampung;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan

Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondok Wisata di Provinsi
Lampung;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahuri 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

. Undang-Undang Nomor 1! Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4932) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerirtahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur. 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Secsial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentarg Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9
Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 932);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalem Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana

Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1489);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nornor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 403);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 403);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2010 Nornor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012
tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

(RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan den Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA
DAN PONDOK WISATA DI PROVINSI LAMPUNG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraruran Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

L1,

12.

13.

14

15.

Provinci adalah Provinsi Lampung.

Fernerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati atau Walikota beserta

Perangkat caerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di
Provinsi Lampung.

Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Dinas Perumahan dan Kawasan Perrnukiman yang selanjutnya disingkat Dinas
PKP adalzh perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota yang
membidangi urusan Perumahan.

Kepala Dines Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut

Dinas PKP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Lampung.

Dinas Fariwisata dan Ekonomi Xreafif selanjutnya disingkat Dinas Parekraf
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
membidangi urusan Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Dinas PUPR
adaleh perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
membidang! urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi
Lampung yang melaksanakan Perigelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Dasrah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam lkapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pejabat Pembuat Komitimen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Anggaran Pendapatan dan Pelanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungen pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

.Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera yang selanjutnya disingkat BSMS adalah

fasilitas pemerintah bherupa stimulan kepada MBR untuk mendorong dan
meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.

Bantuan Swadaya Pondok Wisata yang selanjutnya disingkat BSPW adaiah
fasilitas pemerintah beirupa stimulan kepada MBR untuk mendorong dan
meninglkatkan keswadayaan dalam peningkatan kuelitas rumah yang terletak

pada Kawasen Strategis Pariwisata serta memberdayakan masyarakat melalui
penambahan fungsi rumah sebagai pondok wisata.

. Kelornpok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan

MBR dan atau Jompo dan atau penyandang distabilitas penerima
RIS /REPW
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Tim Teknis adalah Tim pada Dinas PKP Provinsi Lampung yang bertugas
melakulkan verifikasi dan validasi secara faktual terhadap rekomendasi teknis
dari Konsuitan Manajemen dan dibentuk dengan Keputusan Gubernur
Lampung.

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya
disebut POKJA PKP adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan
kawasen permukiman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

Rumah lLayak Huni yang selarjutnya disingkat RLH adalah rumah yang
imemenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas
bangunan, serta kesehatan bagi penghuni.

Peningkaian Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan
memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk
meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

Pembangunan Baru rumah swadaya yang selanjutnya disingkat PB adalah
kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas
prakarsz dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Rernicana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana
tata ruang yang bersifat umum daii wilayah provinsi/kabupaten/kota yang
berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang,
vencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang,

cdan retentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
provinsi/kabupaten /kota.

l.ukasi 3SMS adalah Ickasi penerima BSMS per desa/kelurahan.

.lLokasi BSPW adalah lokasi penerima BSPW per desa/kelurahan.
.Pengguna Anggaran yang selanjuinya disingkat PA adalah Pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna
APBN/APBD.

.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

vang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. '

. Peiabat Fembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

.Pikhak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang

ditetapkan oleh PPK untuk meiaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab
PPK.

-Kensultan Manajemen adalah tenaga profesional yang melaksanakan sebagian

tugas dan tanggung jawab PPK dalam merencanakan, pendampingan teknis,
mengendalikan teknis kegiatan, melakukan anaiisa kelayakan dan perhitungan
teknis, serta pengawasan penerima bantuan dan KPB termasuk
pemberdayaannya dalam melaksanakan konstruksi perumahan swadaya.

Program Prioritas adalah program yang bersifat menyentuh Ilangsung
kepentingan publik, bersifat monumentsal, lintas urusan, berskala besar dan

memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat
berdasarkan kebijakan Pemerintah.
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22, Rincian Anggaran Biaya (RAB) BSMS dan BSPW adalah dokumen yang memuat
informasi uraian pekerjaan, volume dan harga satuan bahan bangunan yang

diajukan oleh penerima bantuan sebagai dasar pengadaan Barang oleh Dinas
PKP Provinsi.

33. Kewasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang
mempunyvai pengarubh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti
pertumbuhan ekoncmi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam,
daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

34.Pondok Wisata adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni
oiech pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan
mermberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam
kehidupan szhari-hari pemiliknya.

35.Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah
tinggal yeng dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk
disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk
berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

36.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah.

Pasal 2
Meaksud Peraturan Gubernur ini adalab sebagai pedoman bagi pemerintah daerah,
pelaksana kegiatan, dan masyarakat dalam:

a. melaksanakan penyaluran BSMS dan pondok wisata bagi masyarakat
berpenghasilan rendah; dan

b. memberdayakan masyarakat melalui peningkatan fungsi rumah tinggal
menjadi bentuk usaha pondok wisata.

Pazal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
a. melaksanakan penyaluran BSMS dan pondok wisata bagi masyarakat

berpenghasilan rendah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
akuntabel; dan

b. menciptakan keselarasan antar program BSMS dan pondok wisata dengan

program bidang pemberdayaan mnasyarakat dan penataan ruang di Provinsi
[.ampung.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:
a. BSMS, meliputi:

1. Bentuk BSMS;
Jenis kegiatan BSMS;
Pelaksana BSMS;
Tugas Pelaksana BSMS;
Persyaratan Penerima BSMS;
6. Penefapan lokasi dan calon penerima BSMS; dan

ry

/. Penyaluran BSMS:
b. BSPW, meliputi:
1. Bentuk dan Jenis kegiatan BSPW;
2. Pelaksana BSPW;
3. Tugas Pelaksana BSPW;
4. Persvaratan penerima BSPW:

S JE o
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(1)
(2)

(3)

4)

S. Penetapan lokasi dan calon penerima BSPW; dan
. Penyaluran BSPW;

6
Sumber dana, penganggaran, dan besar bantuan;

. Pembinaan pelaksanaan BSMS dan BSPW;

Pemantauan dan evaluasi
Larangan dan sanksi; dan

ketentuan peralihan

BAB II
BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA
Bagian Kesatu
Bentuk Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera
Pasal 5

BSMS berbentuk uang.

BSMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima BSMS
dan digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Bantuan Swadaya Mahan Scjahtera
Pasal 6

Jenis Kegiatan BSMS merupakan kegiatan PK terhadap RLH.

Kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penerima
BSMS yang memiliki dan meneinpati satu-satunya Rumah dengan kondisi
tidak layak huni agar menjadi layal: huni dengan memenuhi persyaratan:

a. keselamatan bangunan;
b. kesehatan penghuni; dan
c. kecukupan minimumn luas bangunan.

Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi

pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta
peningkatan kualitas RLH dengan kriteria:

a. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk dalam
koncdisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, lantai,
dan dinding bangunan.

b. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam

kondisi rusak.

Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
pemenuhan standar kecukupan sarana pericahayaan dan penghawaan serta

ketersedizan sarana utilitas banguran meliputi air bersih, mandi, cuci, dan
kakus.

Kecukupran .min'imurn luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk

wenyamanan bangunan, dengan luas lantai kurang dari 7.2 m2 /orang (tujuh
koma dua rneter persegi) perorang.



Bagian Ketiga
Pelaksana Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera
Paragraf 1
Pelaksana Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera
Pasal 7

Pelaksana BSMS terdiri dari:
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
b. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi;

c. Kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
Kabupaten/Kotz;

d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiaten (PPTK);
{. Konsultan Manaijemer;

Tim Teknis Provinsi;

5 0

. Tirn Teknis Kabupaten/Kota;

o

Penerima Bantuan;
j. Kepala Desa/Lurah; dan
k. Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Paragraf 2
Tugas Pelaksana Bartuan Swadaya Mahan Sejahtera
Pasal 8
(1) PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-PD,
b. menyusun DPA-PD;

¢. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya,
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

mengadekan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

g. menandatangani SPM;

h mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD yang
dipimpinnya;

i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab PD yang dipimpinnya,;

) menvusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;

melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaren berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah
melaiui Sekretaris Daerah Provinsi.

T w———
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(2)

(4)

(S)

(6)

Pokja PKP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai
tugas melakukan verifikasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap
usulan kabupaten/kota calon penerima BSMS sesuai dengan program

prioritas provinsi dan rekomenclasi teknis dari Tim Teknis dan Konsultan
Manajeruen.

Pokja PKF Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
mempunyai tugas melakukan verifikasi, evaluasi, dan memberikan
rekomendasi terhadap usulan Kepala Desa/Kelurahan program prioritas

provinsi/Kabupaten/Kota dan rekomendasi teknis dari Tim Teknis dan
Konsultan Manajemen.

PPK sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d mempunyai tugas:

a. melakuxan seleksi calon penerima bantuan;

b. menyalurkan bantuan;

¢. melakukan perikatan dengan penerima BSMS dan/atau pihak ketiga
(antara lain bank/pos penyalur, penyedia barang/jasa);

d. melakukan pengawasan dan pengendalian;

e. melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP);

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

g. mengeluarkan rekomendasi penarikan dana KPB berdasarkan usulan KPB
yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi;

h. mengawasi dan mengevaluasi kinerja Konsultan Manajemen;
i. membuat leporan progres bulanan kepada PA/KPA; dan

j. menyusun petuniuk teknis pelaksanaan BSMS pada RLH untuk ditetapkan
olelr PA/KPA.

PPTK sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf e mempunyai tugas:

a. mengesahkan RAB yang dibuat oleh KPB.

b. melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSMS;

¢. menyampaikan laporan progres Bulanan kepada PPK:

d. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan; dan

€. menyiapkan dokurnen administrasi terkait dengan persyaratan pengadaan
barang dan jasa.

Korsultan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f
mernpunyai tugas:

a. melakukan verifikasi, validasi, analisa kelayakan, dan perhitungan teknis
terhadap proposal BSMS dari Calon Penerima Bantuan KPB;

b. bersama Tim Teknis melakukan analisa kelayakan dan perhitungan teknis
sesuai aturan perundang-undangan atas proposal BSMS dari KPB;

¢. memberikan rekomendasi teknis kepada Pokja PKP atas proposal BSMS
dari KPB;

d. menyusun teknis pelaksanaan BSMS meliputi perencanaan, pengaturan,
penyiapan, pelatihan, dan pendampingan calon penerima BSMS;

e. memberi tugas dan pengarahan secara rutin mengenai teknis pelaksanaan
BSMS, serta menjelaskan kebijakan pemberian BSMS;

f melakukan koordinas: dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan BSMS
kepada Tim Teknis dan PPK;

g. melakukan sosialisasi pelaksanaan BSMS kepada masyarakat;

b. memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan musyawarah warga;

1. monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KPB dan penerima BSMS;




(7)

(8)

(2)

m.

1.

o
q.

T
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bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengembangan terhadap hasil kegiatan BSMS.

mendampingi calon penerima BSMS dalam penyusunan dan pengajuan
proposeél;

mendampingi penerima BSMS dalam pemanfaatan bantuan;

melakukan koordinasi dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan BSMS
kepada PPK dan Pokja PKP Provinsi;

menyelesaian masalah dalarn rangka pencapaian progres pelaksanaan
BSMS;

menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun
tangan sesuai kewenangan,

melakukan evasluasi dan penilaian keinerja penerima BSMS;

membuat laporan progress pekerjaan BSMS mulai dari 0% (nol persen),
30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen); dan

melaksanakan ketentuan lain sesuai kontrak dengan PPK.

Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai
tugas:

a.

2

L S

f.

melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bersama Tim
Teknis Kabupaten/Kota dan Konsultan Manajemen,

melakukan verifikasi dan validasi atas hasil seleksi calon penerima BSMS
dari Tirn Teknis Kabupatern /Kota,

meinverifikasi proposal dari calon penerima BSMS;

melakukan analisa dan perhitungan teknis bersama konsultan Manajemen;
melakukan pengawasan dan pengendalian; dan

melakukan pemantauan dan evaluasi.

Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h
mempuryai tugas:

2 o0 op

[.

melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
melakukan seleksi dan validasi calon penerirna BSMS;
memverifikasi proposal dari calon penerima BSMS;
mdclakukan pembinaan dan pencampingan masyarakat;
melakukan pengawasan dan pengendalian; dan

mmelaku<an pemantauan dan evaluasi.

Fenerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mempunyai
tugas.

a.

b.

mengikuti sosialisasi, psnyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan
BSMS;

membentuk kelompok penerima bantuan (KPB), dengan ketentuan jumlah
anggota KPB paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh)
orang termasuk Ketua dan Sekretaris;

membuat Surat Pernyataan pelaksanaan BSMS;

. menyusun dan mengajukan proposal;

memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
menyusun laporan pertanggungjawaban.
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(10) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j mempunyai
tugas:

a.
b.
c. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima BSMS,;

d.

melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat,
mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima BSMS;

dan
menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

(11) KPB sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf k mempunyai tugas:

o.
b,

membangun rumah secara berkelompok;

melakukan monitoring dan pengawasan kepada anggotanya dalam
pelaksanaan BSMS;

menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang
untuk menambah BSMS; dan

menyampaikan laporan kepada Kepala Desa dan Konsultan Manajemen
progress pekerjaan BSMS mulai dari 0% (nol persen), 30% (tiga puluh
persen) dan 100% (seratus persen).

Bagian Keempat

Persyaratan Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera
Pasal 9

(1) Calon Penerima BSMS wajib mengajukan permohonan BSMS secara
berkelompok.

(2) Mekanisme pengajuan dan penetapan Penerima BSMS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukarn sesuai prosedur sehagaimana tercantum

dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan
Gubemnur ini.

Pasal 10

(1) Setiap orang yang menjadi calon penerima BSMS merupakan MBR yang
memenuhi persyaratan:

(R )

a.

warga negara Indonesia vang bertempat tinggal di Provinsi Lampung
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

. sudah berkeluarga:
. memiliki tanah dengan alas hak yang sah,;

d. memiliki Rumah dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi

(")

f.

g.

tidak layak huni;

. belum pernah memperoleh BSMS atau bantuan Pemerintah atau

Pemerincah Daerah untuk program perumahan;

berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan

berkomiftmen mengikuti keterituan program.

(2) Tanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ harus memenuhi
persyaratar:

a.
b.

tidak dalam sengketa; dan

sesuai tata ruang dan zonasi.




KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PPK DAN PENERIMA
BANTUAN BERUPA UANG UNTUK PENINGKATAN KXWALITAS BANGUNAN

—_—— 4 i | i\
Form 21 l_—_. BSMS/BSPW
Pada hari i ............. tanggal ......... bulan ......... 1558 4 1E b o QTR bertempat di

........... dalam rangka pelaksanaen BSMS/BSPW *), Kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

NAMA == 1 iiesssereesseemsiiames s fesse s s s
T

Selaxkn

PPK Pemberi bantuan berupa uang untuk pembangunan
Rumah Tidak Layak Huni BSMS/BSPW *
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, yang

selanjutrnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nema

Nomor K7P

Desa/Kelurahan

Kecarnatan

Kabupaten/Kota 1 i e e

Provinsi : Lampung

Selaku : Penerima BSMS / BSPW *) berupa uang untuk
pembangunan KTLH.

bertindak untuk dan atas nama penerima BSMS/BSPW *) untuk pembangunan
Rumah Tidak Layak Huni, yang seianjutnya disebut PTHAK KEDUA.

-----------------------------------------------------------------------
........................................................................
......................................................................

........................................................................

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai

berikut:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Daerah (DPA-

PPKD) tanggal..... Tahun Anggaran ..... pada BPKAD Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor....... Tahun .... tentang Bantuan Swadaya
Mahan Sejahtera dan Pondok Wisata di Provinsi Lampung.

Berdesarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Swadaya Mahan
Sejahtera (BSMS) /Bantuan Swadaya Pondok Wisata (BSPW) *) untuk Pembangunan

RTLH, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai
berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Swadaya Mahan Seiahtera yang selanjutnya disingkat BSMS adalah
bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan Rumah tinggal menjadi
Kumeh Layak Huni. *)

2. Bantuan Swacaya Pondok Wisata yang selanjutnya disingkat BSPW adalah fasilitas
pererintoh berupa stimulan kepeda MBR untuk mendorong dan meningkatkan

keswadayasr dalam peningkatan kualitas rumah yang terletak pada Kawasan Strategis

Pariwisa‘a serta memberdayakan masyarakat melalui penambahan fungsi rumah sebagai
pondok wisata. *)

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingka. PPK adalah pejabat yang
diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mmengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
atas bebau APBD pada anggaran Bantuan BSMS/BSPW *) Provinsi Lampung.




‘"”"“-ffj LAPORAN PROGRES
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA
/PONDOK WISATA * (100%)

Nama Penerima Bantuan

Nama KPB
Alamat
Desa /Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten /Kota
‘Keadaan 0% | Keadaan 100%
- . |
- T; [ Gambar ) Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4
S 1 _
...... /i 20.....
Menyetujul, Didampingj, —
Tin Teknis Konsultan Ketua
Kab/Kota Manajemen
iy
{sisssmmsunmmesnsnene ) S ) IRy enp—— )
Penerima
Bantuan

Rekoraendasi oleh Tim Teknis:

1 *
1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *) .
2. Progres fisik belum mencapai 100%, KPB mengembalikan dana
BSMS/BSPW
*) Coret yang tidak periu
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Daftar Formulir Kegiatan BSMS/BSPW

Form2-1 Surat permohonan BSMS
Form 2-2 o Surat pernyataan caion penerima BSMS
Form2-3 Spesifikasi teknis peningkatan kwalitas BSMS
Form24 Rencana Anggaran Biaya BSMS
Form2-5 Surat Permohonan BSPW (RTLH Pada Kawasan Pariwisata Strategis)
Form2-6 ::: Surat pernyataan calon penerima BSPW (RTLH Pada Kawasan Pariwisata Strategis)
Form2-7 Spesifikasi teknis peningkatan kwalitas BSPW
Form2-8 - Rencana Anggaran Biaya BSPW
Form2-9 Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan BSMS
Form2-10 B Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan BSPW
Form 2-i1 ) Contoh Format Kontrak/Kerja Sama PPK dan Penerima BSMS/BSPW
Form2-12 Permohonan penetapan lokasi BSMS dari Bupati/Walikota
‘Form2-13 | Penilaian Kabupaten/Kota Kegiatan BSMS/BSPW
| Form 2-14 Penilaian Kondisi RTLH BSMS
Form 2-15 | Penilaian Kondisi RTLH BSPW
Form 2-16 | Hasil Seleksi Calon Penerima BSMS Berdasarkan Kesepakatan Warga
Form2-17 Hasil Seleksi Calon Penerima BSPW Berdasarkan Kesepakatan Warga
Form2-18 B Lembar Verifikasi Proposal BSMS Berbentuk Uang Bagi Perseorangan ]
Form2-19 - Lembar Verifikasi Proposal BSPW Berbentuk Uang Bagi Perseorangan
Form2-20 Permohonan Penetapan Penerima BSMS dari Tim Teknis Kab/Kota
Form2-21 Keputusan Gubernur Lampuny Penetapan Penerima BSMS
'L' Form 2-22 - Laporan Penggunaan Dana BSMS
Form 2-23 Keputusan Gubernur Lampung Penetapan Penerima BSPW
Form 2-24 - Laporan Penggunaan Dara BSPW
! Form 2-25 Rekapitulasi Penyaluran Dana BSMS/BSPW

| Form 2-26

Form2-27

Berita Acara Serah Terima Bantuan BSMS/BSPW

Laporan Progres Pembangunan BSMS/NSPW *)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI



BERITA ACARA

= > = SERAH TERIMA BANTUAN BSMS/BSPW
oTm <-4l
- TAHUN 20..
Nomor :

Pad: nariini ... . Tanggal ............ Bulan .............. Tahun Dua Ribu ........... , Kami yang

bertandatangan di bawah ini :
o , selaku PPK.... berdasarkan kontrak Nomor .... Tanggal
..... , selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”.

7R alamat................. (desa/ kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota) dengan nomor XTP .......... , bertindak dan
atas nama kelompok penerima bantuan
............. yang selanjutnya disebut “PTHAK KEDUA”.

Atas Dasar :SK Gubernur Lampung No.... Tanggal...Tentang Penerima Bantuan
Swadaya Mahan Secjahtera dan Pondok Wisata (BSMS/BSPW)
berupa uang untuk pembangunan RTLH dan RTLH pondok wisata.

Meunerangkan :

L. PIHAK KESATU telah menyerabkan uang yang dilakukan secara elektronik
nelalui rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sebagaimana terlampir dalam
bukti rvkening atas nama ...... no rekening .... ...

2. rIHAK KEDUA telah menerime uang untuk pembangunan RTLH dari PIHAK
KESATU dalam kondisi cukup.

3. PIHAK KEDUA akan menggunakan bantuan uang untuk pembangunan RTLH
menjadi layak huni/ dan memfungsikan scbaga: pondok wisata.

Daftar rincian penyaluran uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
adale.h sebagai berikut :

~ N | JENIS BAHAN BANGUNAN/TOKO | BUKTI PEMINDAHBUKUAN REKENING | JUMLAH UANG
”””” |
il |

Menyatakan: Bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah

berlaku setelah ditaridatangani oleh kedua belah pihak.

PTHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
T —— ——
Ketua Tim Teknis Kepala Desa/Lurah
Kabupaten/Kota
stempel stempel

---------------------------

..............................




Form 2-24

Namea Peneriima 13antuan
Nomor BNBA
Besar Bantuan

Naima KPR

B. PROGRES

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BSPW

BSMS

| Keadaan 0%

Keadaan 30%

Keadaan Minimal 100%

Atap: Atap: Atap:
Dmdlrig_ : Dinding : Dinding :
Tampak 45 derajat Tampak Depan Tampak 45 derajat
= Samping Kiri | Samping Kanan
|
B.DOKIJMEN PENGGUNAAN DANA BSMS
1. Nota Pembayaran Bahan Bangunan
Kwitansi pembayaran upah tukang
T L — 20.
Disetujui, Diverifikasi, l Didampingi, Pembuat laporan,
Tin1 Teknis Tim Teknis Konsultan Penerima Bantuan
Provinsi Kab/Kota ' Manajemen
S L |

Rekonmendasi oleh TimTeknis :

1.Progres Fisik 100 %, dilaporkan telah Tuntas®)

2.Proyres Fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggeran berkenaan, Penerima
Bantuan mengembalikan dana BSPW*)




REKAPITULASI PENYALURAN UANG UNTUK KEBUTUHAN PEMBELIAN BAHAN
BANGUNAN PENERIMA BSMS/BSPW *) YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN

[_F‘_"“:-:?_-I OLEH BANK PENYALUR

PENGESAHAN KEPALA DINAS PKP PROVINEI

TANGGAL Sl KEPALA DINAS PKP PROVINSIL & otiiiririereseeenesnsnresessnnsenns
PERIFHAL SK KEPALA DINAS PEP PROVINSI § ciiicessesssssinsasssasssessasssissvasis
KABUPATEN/KOTA e errerenreeen eaans
b T om | DESA/ BAHAN “BAHAN.
. Al o SA
NO | Tog g;}rﬁ\ﬁxps DAN KECAMATAN KELURAHAN BANGUNAN EANGUNAN
b _ (Per Satuan)
| ]
I~ T'_
|

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal ........ S / 20..
Kepala Dinas PKP Provinsi
NIP. cvvooovovvrrseseoeresseneenens

—— T ——. S ————— R T vy g L T U ) 7T SO



Lampiran Keputusan Gubernur Lampung

Nomeor
Tanggal

Tentang :

DAFTAR NAMA PEMILIK RTLH PENERIMA BANTUAN SWADAYA PONDOK WISATA TAHUN 20 ....
KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

----------------------------------------

-----------------------------------------

........................................

NO

NO
BNBA

NAMA

NAMA KPE

JENIS
KELAMIN

NC KTP

ALAMAT
TEMPAT
TINGGAL

BESAR
BANTUAN

(Rp.)

._.
o

H) Gubernur Lampung

---------------------------------------




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tembusan

Mo U RN

Bupati/Walikota

ooooo

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBENRUR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN PENERIMA  BANTUAN SWADAYA
PONDOK WISATA TAHUN ANGGARAN 20
Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Swadaya
Pondok  Wisata (BSPW) Dberupa uang untuk
pembangunart RTLH untuk d’fungsikan juga sebagai
pondok wisata sclanjutnya disebut penerima BSPW

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini.

Penerima BSPW sebagai mana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti
program BSPW sesuai peraturan perundang- undangan.
Seyala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi

Keputusan ini mulai berlaku sejek tanggal

ditetapkan, dengan Kketentuan bahwa  apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimara mestinya.

................

.......................................

I{epala Dinas Parekraf Provinsi Lampung;

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Lempung;
Kepale. Dinas PKP Provinsi Lampung;

Ketua Pokje PKP Provinsi Lampung;

Ketua Pokja PKP Kabupaten/Kota....

Kelompok Penerima BSPW
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(3) Berkomitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
1. Berswadaya bagi yang mampu,
. Membentuk Kelompok; dan
c. Bersedia tanggung renteng.

Berswadaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a merupakan bentuk

kesiapan membangun atau meningkatkan kualitas rumah vang dibuktikan
dengar:

a. Me.niliki simpanan bata, batako, pasir, kayu, dan/atau bahan material

bangunan lainya: dan

Memiliki tabungan dana yang dapat digunekan untuk membeli bahan
material dan membayar upah.

Pasal 11

Penerima program BSMS diwajibkan menjaga keamanan, kenyamanan dan
keasrian lingkungan dengan ikut serta membuat tempat pembuangan sampah
(membuang sampah pada tempatnya), membuat drainase/saluran pembuangan

air :iinbah rumah tangge (tidak kumuh) dan menanam minimal 2 (dua) pohon
untuk penghijauan lingkungan.

Bagian Kelima
Penetapan Lokasi Dan Calon Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera
Paragraf 1
Penetapan Lokasi
Pasal 12

(1) Bupati/Walikota mengusulkan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BEMS

yang telah diverifikasi, evaluasi dan direkomendasikan oleh POKJA PKP
Kabupaten/Kota.

(2)  Pokia PKP Provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Lokasi
BSMS Bupati/Walikota.

(3) Gubernur menetapkan Lokasi BSMS berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas
PKP sesuai hasil verifikasi dan evaluasi Pokja PKP Provinsi.

(4) Rekomendasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lokasi yang
berada di Programn Gerbang Desa, Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis
Frovinsi sebagaimana tertuang di RTRW Provinsi dan atau yang mendukung
Program Prioritas Provinsi dengan format penilaian pada Lampiran 2-13.

Pasal 13

Dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimal'(sud dalam Pasal 12 ayat (4),
Pokja PKP Provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi berdasarkan:
a. tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota;

b. vproporsi juralah Rumakb tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di daerah
kabupaten/kota;

¢. oroporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah
kabupaten/kota; 0







[_
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d. kepedulian pemerintah dacrah dalam bidang perumahan, yang meliputi :

1. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang
mutakhir;

2. mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam bidang perumahan;

3. menyediakan dana pendamping kegiatan BSMS dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; dan

4. hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSMS tahun sebelumnya.

e. Rekomendasi teknis dari Tim Teknis dan Konsultan Manajemen sesuai
Lampiran 2-9, 2-14, dan 2-18;

I. program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Paragraf 2
Calon Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera
Pasal 14

(1) PPK melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasar lokasi yang
ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Dalam melakukan seleksi calon penerima bantuan, PPK dibantu oleh
pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP, Tim Teknis, dan/atav pihak ketiga.

(3) Hasil seleksi calon penerima bantuan disahkan dan diusulkan oleh Kepala

Dinas °KP Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Penerima
Bantuan.

(4) Usvlan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.

(5) Dalam menetapkan penerima bantuan BSMS TAPD memberikan pertimbangan
ate s rekornendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daera.

Pasal 1S

Setiap orang yang hendak menerima BSMS harus mengajukan surat perm'ohonan'
secara berkelompok kepada Gubernur melalui Kepala Dinas PKP Provinsi sesuai
Larnpiran Format 2-1 yang dilengkapi dengan:

a. Dokumen Administrasi, meliputi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah, dan kartu
keluarga,
2. Surat keterangan penghasilen;

3. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari
pejabat yang berwenang; dan

4. Surat pemyataan sesuai Lampiran Format 2-2.

h. Dokumen Teknis yang disiapkan oleh calon penerima BSMS berup_a uang atau
hehan bangunan difasilitasi oleh Konsultan Manajemen, yang meliputi :
1. Foto kondisi awal (0%) sesuai Lampiran Format 2-3; dan

2. Rencana teknis berupa Lampiran Format 2-4.




(3)

(7)

(8)
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Bagian Keenam
Penyaluran Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera
Pasal 16

Penyaluran bantuan BSMS diusulkan Kepala Dinas PKP kepada PPKD
berdasarkan Keputusan Guberrur tentang Penetapan Penerima BSMS.

Penyaluran BSMS dalam bentuk uang dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan
cara melakukan pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening pener:ma
3SMS melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai peraturan yang
rnengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemanfaatan BSMS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSMS
dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSMS ke
rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan
dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.

Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan
hangunan dan diterima oleh Penerima BSMS.

Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan perbankan.

Pemanfaatan BSMS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh
perseri) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan
dari Penerima BSMS.

Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang
dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.

KPA/Kepala Satker dapat menetapkan pemanfaatan BSMS dalam 1 (satu)
tahap dalam hal terjadi:

a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
b. kesulitan akses ke lokasi.

Pemanfaatan BSMS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
sctelah dilakukan analisa kelayakan oleh Konsultan Manajemen.

BAB III
BANTUAN SWADAYA PONDOK WISATA

Bagian Kesatu

Bentuk Dan Jenis Kegiatan Bantuan Swadaya Pondok Wisata
Pasal 17

Bantuan Swadaya Pondok Wisata berbentuk uang.

Zantuan Swadaya Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Penerima Bantuan dan digunakan untuk membeli bahan
hangunan dan membayar upah kerja.

Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan.untuk
PK pada RLH menjadi rumah layak huni dan sesuai standar pondok wisata.

=
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Pasal 18

Jenis Kegiatan Bantuan Swadaya Pondok Wisata merupakan kegiatan PK
terhadap RIH yang terletak pada Kawasan Strategis Pariwisata.

Kegiatan PFK. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penerima
BSPW vang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi
tidak layak huni agar menjadi layak nuni dengan memenuhi persyaratan:

keselamatan bangunan;
kesehatan penghuni;

6 g

kecukupan minimum luas bangunan; dan

d. pemenuhan standar pondok wisata sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
pemenuhan standar Kkeandalan komponen struktur bangunan serta
peningkatan kualitas RLH dengar: kriteria:

4. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk dalam

kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, lantai,
dan dinding bangunan.

b. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam
kondisi rusak.

Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta

ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana air bersih, mandi, cuci,
dan kakus.

Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ meliputi pemenunan standar ruang gerak minimum per-orang untuk
kenyamanan bangunan, dengan luas lantai kurang dari 7,2 m2?/orang (tujuh
komea dua meter persegi) perorang.

Pemenuhan standar ponidok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

d meliputi pemenuhan standar produk bangunan rumah tinggal dan fasilitas
penunjang:

a. memiliki paling sedikit 1 (satu) kamar dan paling banyak 5 (lima) kamar
yang khusus untuk disewakan,;

b. saluran pembuangan air yang lancar; dan

¢. penyediaan air bersih yang mencukupi sesuai dengan jumlah kamar atau
tamu yang menginap.

Bagian Kedua
Pelaksana Bantuan Swadaya Pondok Wisata
Paragraf 1
Pelaksana Bantuan Swadaya Pondok Wisata

Pasal 19

Pelaksana BSPW terdiri dari:

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA); o L

b. Kelompck Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pol.qa PKP) Pro.vmm,

¢c. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)

d

Kabupaten/Knota;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); ™ iR

e |
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. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
Konsultan Manajemen,;
Tim Teknis Provinsi;
. Tim Teknis Kabupaten/Kota;
. Penerima Bantuan;
kKepala Desa/Lurah; dan
. felompok Penerima Bantuan (KPB).

Paragraf 2
Tugas Pelaksana Bantuan Swadaya Pondok Wisata
Pasal 20
PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas:

menyusun RKA-PD;
. menyusun DPA-PD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

melalisanakan anggaran PD yang dipimnpinnya;
melakukan penguiian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

g. menandatangani SPM,;

- mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD yang
dipimpinnya,;

i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab PD yang dipimpinnya,

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;

1. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh kepala deerah; dan

m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah
melaiui Sekretaris Daerah Provinsi.

o 4
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Pokja PKP Provinsi sebagairnena dimaksud cdalam Pasal 19 huruf b
mempunyai tugas memberikan penilaian dan evaluasi terhadap
kabupaten/kota penerima BSPW sesuai dengan program prioritas provinsi,
Kawasar: Strategis Pariwisata Provinsi sesuai Tata Ruang, dan rekomendasi
teknis dari Tim Teknis dari Konsultan Manajemen.

Pokja PKP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c

mempunyai tugas melakukan memberikan rekomendasi atas usulan Kepala

Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh Tim Teknis Dinas

PKP Kabhupsten /Kota.

PPK sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d mempunyai tugas:

a. melakukan seleksi calon penerima bantuan;

b. menyalurkan bantuan,;

¢. melakukan perikatan dengan penerima BSPW dan/atau pihak ketiga
(antara lain bank/pos penyalur, penyedia barang/jasa);

d. melakukan pengawasan dan pengendalian;

e. melakukan tindak turun tarngan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan

LHE); e
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melalkrukan monitoring dar evaluasi pelaksanaan program,

mengeluarkan rekomendasi peniarikan dana KPB berdasarkan usulan KPB
yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi;

. mengawasi dan mengevaluasi kinerja Konsultan Manajemen;

membuat laporan progres bulanan kepada PA/KPA; dan

menyusun petunjuk teknis pelaksanaan BSPW pada RLH untuk ditetapkan
oleh PA/KPA.

PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e mempunyai tugas:

a o

. mengesahkan RAB yang dibuat oleh KPB.

melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPW;
menyampaikan laporan progres Bulanan kepada PPK;
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan; dan

me:nyiapkan dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pengadaan
barang dan jasa.

Konsultan Mangjemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f
mempunyai tugas:

a.

b.

P ]

P

melalkukan verifikasi, validasi, analisa kelayakan, dan perhitungan teknis
terhadap proposal BSPW dari Calon Penerima Bantuan KPB;

berzama Tim Teknis melakukan analisa kelayakan dan perhitungan teknis
sesual aturan perundang-undangan ztas proposal BSPW dari KPB;

. mernberikarn rekomendasi teknis kepada Pokja PKP atas proposal BSPW

deri KPB;

. menvusun teknis pelaksanaan BSFW meliputi perencanaan, pengaturan,

penviepen, pelatihan, dan pendampingan calon penerima BSPW,

memberi tugas dan pengarahan secara rutin mengenai teknis pelaksanaan
BSPW, serta menjelaskan kebijakan pemberian BSPW;

melakukan koordinasi dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan BSPW
kepzda Tim Teknis dan PPK;

melakukan sosialisasi pelaksanaan BSPW kepada masyarakat;

. memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan musyawarah warga;

monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KPB dan penerima BSPW;

bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPW;

. mendampingi calon penerima BSPW dalam penyusunan dan pengajuan

orcposal;

mendampingi penerima BSPW dalam pemanfaatan bantuan;

‘melakukan koordinasi dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan BSPW

kepada PPK dar Pokja PKP Provinsi;

_menvelesaian masalah dalam rangka pencapaian progres pelaksanaan

BSFW;

. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun

tangan sesuai kewenangan;

. melakukan evasluasi dan penilaian keinerja penerin.'xa BS.PV:Tr;
membuat laporan progress pekerjaan BSPW mulai dari 0% (nol persen),

30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen); dan

. melaksanakan ketentuan Jain sesuai kontrak dengan PPK.
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(7) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g
mempunyai tugas:

L

b.

- o a6

melakukan scsialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bersama Tim
Teknis Kabupaten/Kota dan Konsultan Manajemen;

melakukar. verifikasi dan validasi atas hasil seleksi calon penerima BSPW
dari Tin: Teknis Kabupaten /Kota;

memverifikasi proposal dari calon penerima BSPW,;

. melakukan analisa dan perhitungan teknis bersama konsultan Manajemen;

melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
melakukan pemantauan dan evaluasi.

(8) Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h
rmempunyai tugas:

a.

e pn o

melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
melakukan seleksi dan validasi calon penerima BSPW;,
memverifikasi proposal dari calon penerima BSPW;
melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
melakukan pengawasan dan pengendalian; dan

melakukan pemantauan dan evaluasi.

(9) Penerima Bantuan sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 19 hurufi mempunyai
tugas’

a.

b.

d.

e.
f.

£
h.

mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan
BSPW;

mernbentuk kelompok penerima bantuan (KPB), dengan ketentuan jumlah
anggota KPB paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh)
orarig termasuk Ketua dan Sekretaris;

membuat Surat Pernyataan pelaksanaan BSPW;

memfungsikan rumah  tinggal sebagai pondok wisata dan
mengurus/ mendaftarkan usaha pondok wisata;

menyusun dan mengajukan proposal;

memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati,
bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
mer.vusiin laporan pertanggungjawaban.

(10) Kepala [Desa/Lurah sebagaimana dirnaksud dalam Fasal 19 huruf j
mempuryai tugas:

a.
b.

C.

d.

melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;

me 1getahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima BSPW;
merr.fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima BSPW;
dan

menetapkan Kelompok Penerima Bantuan {KPB).

(11) KPB sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf k mempunyai tugas:

a

b.

Cu

mernbangun rumah secara berkelompok;

melaikkukan monitoring dan pengawasan kepada anggotanya dalam
pelaksanaan BSPW;

mernggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang
untuk menambah BSPW; dan I P
3’;3’;3-?3"32@%ii‘?g?pi‘veprﬁﬁ?afﬁiﬁ "% (nol persen), 30% (tiga puluh
persen) dan 100% (seratus perserlﬂ.

s e - Ve

o S———— ———————



(1)

19

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Bantuan Swadaya Pondok Wisata
Pasal 21

Calon Penerima BSPW weajib mengajukan permohonan BSPW secara
perkelompok.

Mekanisme pengajuan dan penetapan Penerima BSPW pada ayat (1) dilakukan

sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran [.2 yang tidak
terpisahh dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Setiap orang yang menjadi caluon perierima BSPW merupakan MBR yang
memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Lampung
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

b sudah berkeluarga
c. memiliki tanah dengan alas hak yang sah;
d. terletak pada Kawasan Pariwisata Strategis sesuai tata ruang;

e. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak
huni;

f. belum pernah memperoleh bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah
untuk program perumahan,

g. berpenghasilan paling banyak sebesar upah mini.num daerah provinsi; dan

h. berkomitmen mengikuti progrim

Tanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi
persyaratan:

a. tidak dalam status sengketa;

b. terletak pada Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
dan

c. sesuai tata ruang wilayah dan zonasi.

Berkomitmen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h meliputi :
Berswadaya bagi yang mampu

Membentuk kelompok

Bersedia tanggung renteng

Bersedia memfungsikan rumah tinggal sebagai pondok wisata
e. Mengikuti pembinaan pengelolaan kepariwisataan

aooop

Rerswalaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a merupakan ber}tuk

kesiapan membangun atau meningkatkan knalitas rumrah yang dibuktikan

dengan :

a. Memiliki simpanan bahan material antara lain : bata, batako, pasir kayu,
dan atau bahan material bangunan lainya,

. Memiliki tabungan dana yang dapat digunakan untuk membeli bahan
material dan membayar upah kerja ) o
> i o dimaksud pada ayat (3) huruf b berterapat tinggal di

%ggn;’tgi ii?)?igt:lr?l;?:ni?;lang sz}:ma be}lr'a.n(ggotakan paling sedikit 5 (lima)

orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.

T R TV T A



(5)

(7)

(2)

(1)

20

KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur ketua merangkap

anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan
anggota.

KTLH pada Kawasan Strategis Pariwisata wajib melampirkan rekomendasi
Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang membidangi urusan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman, Panataan Ruang, serta Pariwisata dan Ekonomi

Kreati[ dan bersedia memfungsikan rumah tinggeal sebagai pondok wisata.

Pasal 23

Penerima program BSPW diwajibkan menjaga keamanan, kenyamanan dan
xeasrian lingkungan dengan ikut serta membuat tempat pembuangan
sampah (rembuang sampah pada tempatnya), membuat drainase/saluran
pembuangan air limbah rumah tangga (tidak kumvh) dan menanam minimal
2 (dua) pohon untuk penghijauan lingkungan.

Berkewajiban mengurus perizinan dan/atau mendaftarkan Rumah sebagai
Pondok Wisata sesuai Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi Dan Calon Penerima Bantuan Swadaya Pondok Wisata

Paragraf 1
Penetapan Lokasi
Pasal 24

Supati/ Walikota yang wilayahnya masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi, mengusulkan calon penerima BSPW yang telah diverifikasi
perangkat daerah yang membidangi urusan PKP, Penataan Ruang, dan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten/Kota dengan melampirkan
rekomendasi oleh POKJA PKP Kabupaten/Kota dan Konsultan Manajemen.

Pokja PKP Provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Lokasi
BSPW Bupati/Walikota.

Gubernur menetapkan Lokasi BSPW berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas
PKP sesuai hasil verifikasi dan evaluasi Pokja PKP Provinsi.

Rekomendasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai hasil
koordinasi tertulis dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pariwisaia dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. Kawasan Strategis
Provins: sebagaimana tertuang di RTRW Provinsi dengan format penilaian
pada Lampiran 2-13.

Pasal 25

Dalam menerbitkan rekomendasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4),
Pokja PKP Provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi berdasarkan:

a.
b.
c.

Eﬁ

RTLH masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata sesuai tata ruang;

tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota;

proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di daerah

kabupaten/kota,;

proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah

kabupaten/kota; o

kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan, yang meliputi:

1. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang
mutakhir; _ .

7. mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam tidang perumahan;
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3. menyediakan dana pendamping kegiatan BSPW dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; dan

4. hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSPW tahun sebelumnya.

rekkomendasi Tim Teknis dan Konsultan Manajemen sesuai Lampiran 2-10, 2-
15, dan 2-19, dan

g. program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Paragraf 2
Calon Penerima Bantuan Swadaya Pondok Wisata

Pasal 26

(1) PPK melakukan seleksi calon penerima bentuan berdasar lokasi

Kabupaten,/Kota yang berada pada Kawasan Strategis Pariwisata dan
ditetapken oleh Gubernur berdasarkan Tata Ruang.

(2) Dalam melakukan seleksi calon penerima bantuan, PPK dibantu oleh Pokja

PKP, pemerintah kabupaten/kota, Tim Teknis Provinsi, dan;atau pihak ketiga,
serta Konsultan Manajemen.

(3) Hasil seleksi calon penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Dinas PKP
Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Penerima Bantuan.

(4) Usulan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan berupa
rekomendcasi kepada Gubernur melalui TAPD.

(5) Dalam menetapkan penerima bantuan BSPW TAPD memberikan pertimbangan

atas rekornendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas
dan kernampuan keuangan daerah.

Pasal 27

Seriap crang yang hendak menerima BSPW harus mengajukan surat permohonan
secarz berkelompok kepada Gubernur melalui Kepala Dinas PKP Provinsi sesuai
Lampiran Format 2-5 yang dilengkap: dengan:

a. Dokumen Administrasi, meliputi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk stau identitas lain yeng sah, dan kartu
keluarga,

2. Surat keterangan penghasilan;

3. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari
pejabat yang berwenang;

4. Rekomendasi dari perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota yang
membidangi urusan Penataan ruang yang menyatakan bahwa lokasi RLH
terletak pada Kawasan Strategis Pariwisata sesuai tata ruang.

5. Surat pemyataan sesuai Larnpiran Format 2-6, yang memuat pernyataan
untuk:

a. pernyataan kesanggupan untuk memfungsikan RTLH sebagai pondok
wisata,

b. pernyataan kesanggupan untuk mengurus perizinan / pendaftaran usaha
sesuai aturan perundang-undangan;

1

5. Dokumen Teknis yang disiapkan oleh calon penerima BSPW berupg uang atau
baliars bangunan difasilitasi oleh Konsultan Mariajemen, yang raeliputi :

1 Foto kondisi awal (0%) sesuai Lampiran Format 2-7; dan
5 Rencana teknis berupa Larapiran Format 2-8.

r— oy
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Bagian Kelima
Penyalurun Bantuvan Swadaya Pondox Wisata
Pasal 28

Fenyaluran bantuan BSPW diusulkan Kepala Dinas PKP kepada PPKD
berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima BSPW.

Penyaluran BSPW dalam bentuk uang dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan
cara melakukan pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening penerima

BSPW melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai peraturan yang
mengatur tentang Pengelolaan Feuangan Daerah.

Pemanfaatan BSPW dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPW
dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPW ke

rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan
dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.

Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan

bangunan dan diterima oleh Penerima BSPW.

Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan perbankan.

Pemanfaatan BSPW dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
di'akukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh

persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan
dari Perierima BSPW.

Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berisi rincian pembelian bahan bangunen dan pembayaran upah kerja yang
dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal yang telah diverifikasi
oleh Konsultan Manajemen.

KPA/Kepala Satker dapat menetapkan pemanfaatan BSFW dalam 1 (satu)
tahap dalam hal terjadi:

a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
b. kesuiitar akses ke lokasi.

Pamanfaatan BSPW dalam 1 (satu) tahap sebegaimana dimaksud pada ayat (8)
setelah dilakukan analisa kelayakan oleh Konsultan Manajemen.

BAB IV
SUMBER DANA, PENGANGGARAN, DAN BESAR BANTUAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana dan Penganggaran
Pasal 29

Danz 2SMS dan BSPW bersumber dari:

a

b.

APBD Provinsi Lampung.

Sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundangan yang
berleku.



(2)

(3)
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Pasal 30

Pelaksanaan anggaran BSMS dan BSPW berupa uang berdasarkan atas DPA-
PPKD.

Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas jumlah
penerima bantuan, rekomendasi Dinas PKP dengan melampirkan hasil
verifikasi den estimasi besaran bantuan.

Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Mekan’sme pengajuan dan penyaluran BSMS dan BSPW dilakukan sesuai
prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.3 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perataran Gubernur ini.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan
Pasal 31

Beseran Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondok Wisata di Provinsi
Lampung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA DAN

(1)

(1)

PONDOK WISATA
Pasal 32

Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan BSMS dan BSPW
secara berjenjang.

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan
penerima BSMS dan BSPW.

Pasal 33

Pendampingan penerima BSMS dan BSPW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan

kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah dan poadok wisata
swadays.

Peridarnpingan penerima BSMS dan BSPW sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Konsultan Manajemen.

Penyediaan tenaga Konsultan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2| dilakukan oleh Dinas PKP provinsi Lampung

Pendampingan penerima BSMS/BSPW oleh Konsultan Manajemen dilakukan
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan
pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Konsultan Manajemen wajib menyediakan tenaga Konsultan dalam rangka
pendampingan terhadap Calon Penerima Bantuan.
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BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA DAN
PONDOK WISATA

Pasal 34

(1) Pemar{tauan dan evaluasi dilakuxan oleh Dinas PKP Provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota secara berienjang.

(2) Femantauan dan evaluasi Pelaksanaan BSMS dan BSPW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. evaluasi.

(3) H.asil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan
kebijakan pclaksanaan BSMS dan BSPW.

Pasal 35

(1) Pengavasan dan pengendalian sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
tiaruf a dilakukan oleh Kepala Dinas PKP Provinsi melalui PPK dalam rangka
pericapaian target kinerja pelaksanaan BSMS dan BSPW.

Perigawasan dan pengendalian oleh PFK sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam
teknis pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Konsultan Manajemen.

Kepala Dinas PKP Provinsi melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian
kepada Gubernur.

Pagal 36

Evaluasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 ayat (2) hurui b dilakukan oleh
Kepala Dinas PKP Provinsi.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI CALON DAN PENERIMA BANTUAN SWADAYA
MAHAN SEJAHTERA DAN BANTUAN SWADAYA PONDOK WISATA

Pasal 37

Calon dan Penerima BSMS dan BSPW dilarang menerima bantuan serupa dari
Perrerintah Pusat dan/atau pihak lain serta dapat dikenakan sanksi:

a. dalam hal calon penerima BSMS dan BSPW telah ditetapkan sebagai Calon
Penerima berdasarkan Keputusan Gubernur namun belum menerima bantuan
BSMS/BSPW. Jika calon penerima menerima bantuan sejenis dari
pihak/instansi manapun maka calon penerima dinyatakan gugur dan tidak
diperkenankan mengajukan BSMS/BSPW pada Tahun Anggaran Berikutnya.

b. dalam hal calon penerima BSMS dan BSPW telah ditetapkan sebagai Calon
Penerima berdasarkan Keputusan Gubernur dan telah menerima bantuan
BSMS/BSPW. Jika calon penerima menerima bantuan sejenis dari
pihak/instansi 1anapun maka calon penerima tidak diperl.(engfnkan
mengajukan BSMS/BSPW pada Tahun Anggaran Berikutnya serta c_hwa_ubkan
mengembalikan bantuan sebesar yang telah diterima dalslun‘waktu paling lambat
1 (satu) bulan setelah dibuktikan menerima bantuan sejenis.

c. miekanisme pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
Ailakeanaskan seaiiai ketentiian neratiiran rerindane-nndancan
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Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan format dokumen pemberian BSMS
dan BSPW tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII1I
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap:

a. permohonan pengajuan BSMS dan BSPW PK yang telah diajukan sebelum
diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan berpedoman
pada Peraturan Gubernur ini.

b. permohonan pengajuan pembangunan PSU berdasarkan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi Lampung dilakukan berdasarkan
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

c. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedornan
Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi Lampung (Berita
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal2 November 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. WAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

60
BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR
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LAMPIRAN [

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR
TANGGAL

60
-2

Tahun 2020
November 2020

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN SWADAYA MAHAN
SEJAHTERA DAN PONDOK WISATA

I.1. Bantvan Swadaya Mahan Sejahtera.

_NO
1

-

___TAHAPAN

SIMBOL

PELAKSANA

KEGIATAN/PERSYARATAN

Pen jajuan perrohenan

)

1. Pemohon.
2. Kepala Desa/Lurah
3. Konsultan Manajemen

Permohonan dengan meiampirkan
a,
b. surat

foinkopi KTP dan KK yang masih beraku;
kelerangan  penghasilan
desallurah/instansi lempat bekerja(");

dari  kepala

>. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan

tanah/surat keterangan menguasai tanah cari kepala
desalurah ();

rencana teknis dan RAB;

surat pemyataan, dan

Surat pemyataan tidak memiliki kemampuan dana

swadaya bagi penerima BSMS berupa uang (khusus
lanjut usia dan disabilitas)

2

3

|

Verifikasi dan validasi
ewal

|
l
|
|

y

[_—__!

L

1. Pemohon

2. Ketua KPB

3. Tim Teknis Provinsi,.
4. Tim Teknis Kab/Kota.
5. Kounsulta' Manajemen

. Pelaksanaan verifikasi, validasi, sosialisasi musyawarah

warga.

. Memenuhi persyaratan penerima BSMS
. Terdapat Kesepakatan warga di lokasi penerima bantuan.

| Verifkasi 4an Evaluasi
|
|

Pokja Kab/Kota

Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi permohonan oleh
Pokja Kab/Kota

. Pengesahan Calon Penerima oleh Kadis PKP
. Memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk

mengusulkan Desa/Kelurahan.

. Usulan Kepala Desa/Lurah
. Rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota.

o

Permohoran Penetapan
Lokasi Penerima BSM'3
oleh BupatiWalikota

Bupati/Walikota

. Mengusulkan kepada Gubemur

penetapan  lokasi
Kabupaten Kota Penerima BSMS

. Rekomendasi Pokja PKP Kab/Kota
. Menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas PKP

Provinsi

4

"

( Verfikasi dan Cvauas
oleh Propinsi

Pokja PKF Provinsi

. Verifikasi dan evaluasi Pokja PKP Provinsi
. Rekomendasi Permohonan Penetapan Lokasi BSMS

Gubemur, disampaikan Kepala Dinas PKP Provinsi

. Rekomendasi Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kab/Kota,

dan Konsultan Manajemen

Pengajuan F 2netapan
_orasi BEMS

|
I
|

Kepale Dinas PKP Provinsi

-

. Verifikasi dan evaluasi Pokja PKP Provinsi
. Rekomendasi Permohonan Penetapan Lokasi BSMS

Gubemur, disampaikan Kepala Dinas PKP Provinsi

3. Rekomendasi Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kab/Kota,

dan Kongultan Manajemen

T Fenelapan Lokasi cle®

Gubemu:

Gubemur Lampung

. Rekomendasi Kepala Dinas PKP Provinsi
. Pettimbangan TAPD Provinsi.

Suleksi Penerima
Banluen

PPK

. Keputusan Gubemur
. Rekomendas! Tim Teknis Provinsl, Tim Teknis Kab/Kota,

dan Konsultan Manajemen
Rekomendasi kepada [(epala Dinas Penetapan Penerima
BSMS oleh Gubemur

Pengajuan Penerima
Bantuan

“Kepaia Dinas PKP Provinsi

-

. Keputusan Gubemur
. Rekomendasi Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kab/Kota,

dan Konsultan Manajemen

. Rekomendasi kepada Kepala Dinas PKP sebagai usulan

Penetapan Penerima BSMS oleh Gubemur

_____ —

Panetapan Panerinia i
Bantuan

Gubernur

-

. Rekomendasi

. Rekomendasi Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kab/Kota,

can Konsultan Manajemen

kepada Gubemur sebagai
Penetapan Penerima BSMS oleh Gubemur

usulan
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1.2. Bantuan Swadaya Pondok Wisata.

KO | TAHAPAN
1

SIMBOL

PELAKSANA

KEGIATAN/PERSYARATAN

1. Pemohon

2. Kepala Desa/Lurah

3. Konsultan Manrajemen

4. P) Kab/Kota bidang Tate Ruang,

Permohonan dengan melampirkan

a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;

b. surat keterangan penghasilan dari kepaia desallurah/instansi
tempat bekerja(*);

PKP, dan Parekraf c. fotokopi sertifikat ha atas tanahVsurat bukti kepamilikan
tanah/surat keterangan menguasai tanah dar kepala desa/lurah
(*)

d. Masuk Wilayah KSP sesuai rekomendasi PD Kab/Kota bidang
Tata Ruang, Parekraf, PKP

. rencana teknis dan RAB;

. surat pemyataan yang inenyatakan juga akan memfungsikan
rumah tinggal sebagai Pondok Wisata dan Kesanggupan
rnengurus/ mendaftarkan usaha PY/, dan

g. Surat pernyataan tidak memi'iki kemampuan dana swadaya
bagi penerima BSPW berupa uang (khusus lenjut usia dan

S disabilitas)
| Variikasi aan validasi 1. Pemohon 1 Pelaksanaan verifikasi, validasi, sosialisasi musyawarah
| awal -, 1 2. Ketua KPB warga.
|__ 3. Tim Teknis Provinsi,. 2. Memenuhi persyaratan penerima BSPW
4. Tim Teknls Kab/Kota. 3. Terdapat Kesepakatan warga di lokasi penerima bantuan.
‘ 5. Knnsultan Mana'prmn 4, Validasi RTLH berada m Kawasan Smgs Pariwisata
' 6. OPD Kab/Kota bidang Tata sesuai rekomendasi PD Kab/Kota bidang Tata Ruang,
Fuany PKP, dan Parekraf Parekraf, PKP
‘Parmohonan Penelapan Bupati/Walkata . Mengusulkan kepada Gubemur penetapan lokasi
Lokasi Penerima BSPW Kabupaten Kota Pererima BSPW

olsh EupatiWalikota

2. Rekomendasi Pokja PKP Kab/Kota
J. Menerbitkan rekomendasi lepada Kepala Dinas PKP

2. OPD Provinsi bidang Tata

Provinsi
| Veiffikasi dan Evaluas: 1. Pokja PKP Provinsi 1. Verifikasi dan evaluasi Pokja PKP Provinsi
ol=h Propinsi 2. Rekomendasi Permohonan Penetapan Lokasi BSPW

Ruang PKP, dan Parekraf

Gubemur, disampaikan Kepala Dinas PKP Provinsi

3. Rekomendasi Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kab/Kota,

dan Konsultan Manajemen

4. Penerbitan rekoniendasi kesesuaian lokasi dengan KSP.

Pengajuzn Penelapan
Lokasi BSPW

Kepala Cinas PXP Provinsi

1. Verifikasi dan evaluasi Pokja PKP Provinsi
2. Rekomendasi Permohonan Penetapan Lokasi BSPW

Gubemur, disampaikan Kepala Dinas PKP Provinsi

3. Rekomendasi Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kab/Kota,

dan Konsultan Manajemen

4. Rekomendasi kesesuaian lokasi dengan KSP oleh OPD

Provinsi bidang Tata Ruang PKP, dan Parekraf.

" Fanvtapan Lokasi oieh
| Guhemur

Guberiur Lsmpung

. Rekomendasi Kepala Ginas PKP Provinsi
. Pertimbangan TAPD Provinsi.

| Seleksi Pererima
Bantuan

PPK

[ I

. Keputusan Gubemur
. Rekomendasi Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kab/Kota,
dan Konsultan Manajemen

3. Rekomeridasi kepada Kepala Dinas Penetapan Penerima

BSPY, oleh Gubemur

“Pengajuan Penenma
Bantuan

Kepala Dinas PKP Provinsi

1. Keputusan Gubemur
2. Rekomendasi Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kab/Kota, dan

Konsultan Manajemen

3. Rekomendasi PD Prov. Biderg Tata Ruang, PKP, dan Parekraf
4. Rekomendasi kepada Kepala Dinas PKP sebagai usulan

Penetapan Penerima BSPW oleh Gubernur

Penefapan Penerima
Bantuan

l

|

Gubemur

1. Rekomendasi Tim Teknig Provinsi, Tin1 Teknis Kab/Kota, dan
Konsultan Manajemen

2. Rekomendasi PD Prov. Bidang Tata Ruang, PKP, dan Parekraf

3. Rekomendasi kepada Gubemur sebagai usulan Penetapan
Penerima BSPW oleh Gubernur
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I.3. Penyaluran Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Bantuan Swadaya Pondok

Wisata
| NO _|- ~ TAHAPAN SIMBOL PELAKSANA KEGIATAN/PERSYARATAN
1 Pengajuan penyaluran Kepala Dinas PKP 1. Lampiran Pergub APBD Penerima
BSMS dan BSPW C: Bantuan
1 2. Keputusan Gubemnur Daftar Penerima
L Bantuan
2 Penandatanganan Kontrak . 1. PPK 1. Naskah Surat Perjanjian
‘ 2. PPTK 2. Keputusan Gubemur Daftar Penerima
3. Penerima Bantuan Banluan
dan Ketua KPB
S B 4. Kadis PKP Provinsi
3 Penyaluran bantuan 1. PPKD melalui BUD 1. Kontrak/Perjanjian
2. Bank penyalur yang 2. Keputusan Gubernur Daftar Penerima
L ditunjuk Bantuan
3 Kegiatan Pembangunan 1. PPKD melalui BUD 1. Pendampingan dan pembinaan
2. Bank penyalur yang 2. Pembangunan BSMS dan BSPW
[ /J / ditunjuk 3. Berita acara sesuai progres
> 3. Penerima bantuan
4. Toko/penerima upah
5. PPK
6. Tim Teknis Kab/Kota
j 7. Tim Teknis Provinsi
—_ 8. Konsultan Manajemen |
4 Verivikasi progres dan 1. PPKD melalui BUD 1.Pembinaan dan pendampingan
penggunaan dana dan 2. Bank penyaluryang | 2. Penyelesaian masalah
pembangunan ditunjuk 3. Verifikasi progres pembangunan
3. Penerima bantuan 4. Berita acara sesuai progres
4. Toko/penerima upah
5. PPK
6. Tim Teknis Kab/Kota
7. Tim Teknis Provinsi
- 8. Konsultan Manajemen
B Penyaluran/ i 1. PPKD melalui BUD 1. Pembinaan dan pendampingan
Pemberhentian | 2. Bank penyalur yang 2. Penyelesaian masalah
ditunjuk 3. Verifikasi progres pembangunan
| 3. Penerima bantuan 4 Berita acar:)gesuai pmgrez
/ 4. Toko/penerima upah
5. PPK
6. Tim Teknis Kab/Kota
7. Tim Teknis Provinsi
8. Konsultan Manajemen
6 Pendampingan 1. PPKD melalui BUD 1.Pembinaan dan pendampingan
P 2. Bank penyalur yang 2. Penyelesaian masalah
ditunjuk 3. Verifikasi progres pembangunan
i: 3. Penerima bantuan 4, Berita acara sesuai progres
4. Toko/penerima upah
5. PPK
6. Tim Teknis Kab/Kota
7. Tim Teknis Provinsi
N 8. Konsultan Manajgmen
7 | Pembinaan Umum dan 1.Kadis PKP 1. Mengidentifikasi permasalahan
Evaluasi 2.Pokja PKP Provinsi 2. Menyelesaikan permasalahan
dan Kb/Kota 3. Menyusun bahan laporan dan evaluasi
3.PPK
4. PPTK
'8 | Pelaporan o ] 1.Kadis PKP Pelaporan kegiatan BSMS dan BSPW
2.Pokja FKP Provinsi
l l dan Kb/Kota
3.PPK
NS 4.PPTK
GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

ARINAL DJUNAIDI
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..................... Y.
_ Kepada
Hal Pcrt:nOhonan Bantuan PK bagi RTLH pada Yth GUBERNUR LAMPUNG
Kegxs.tan Bantuan Swadeya Mahan : melalui KEPALA DINAS PERUMAHAN
Sejahtera (BSMS) Tahun 20 ... DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
Di
Bandar Lampung
Saya varig bertanda tangan di bawah ini:
Nalna L D e
NIK ............................................................................................
UITIMT 5 sesttetsussmessnmissssn siotsstsniststsatstsssssesssosossassnsasiassosnssanssssssassnssnnses
sy B A ——
Alamat Il e s O R T R iR S D i Srrbmm s romeenn s
Desa/KelUrahan .........cciveeiiveuirirrernnenrerrenns e rsrnesresnsnesessnnns
KECAIMBLAN ...oocvnvimmpasamimsssrsesssmrysis v s s s s e st
Kabupaten /Kot . ..o insressssnssansesnsssnssansennes
Dengan :ni menyatakan bahwa Saya:
1. warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSMS;
3. memilki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan
kondisi tidak layak huni(*);
5. belum pernah memperoleh BSM:S dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah(*);
Sehubungain dengan hal tersebut di atas, Saya mengajukan permohcnan untuk dapat
Diberikan BSMS tahun 20...
Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :
a. fotokopi KTP dan KK yang masih terlaku;
b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja(*);
c. frtokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan
inengu:sai tanah dari kepala desa/lurah (*);
d. rencana teknis dan RAB;
e. 3urai pernyataean, dan
f. Surat pernyataan tidak memiliki k2mampuan dana swadaya bagi penerima BSMS
berupa uang (khusus lanjut usia dar disabilitas)
Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-
benarmya dan Saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat
dikebulkan.
Mengetahui dan menyetujui :
Kepala Desa/Larah .. Pemohon,
Catalan:
(*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN [T : PERATURAN GUBZRNUR LAMPUNG

NOMOR . 60 Tahun 2020
TANGGAL -2 November 2020

FORMULIR PELAKSANAAN KEGIATAN BSMS DAN BSPW

SURAT PERMOHONAN BSMS
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Form 2-2

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA 3SMS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Y R S T AN O S R RS SRS RVt
NIK ...........................................................................................
(55910 T P P P PP T P PP ISP
PEREDIAATL. 1 cirvumsomsisis e sie s b s s sy s s s o v g e s s
Alamal . | S O SOV
Desa/KRelurahan .....coooovviiiiiiiiiiiiininer e
Gt R S R T R S I
KADUDAEN TR OTA oo s s s e S s e S s e

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya :

1.

x o

Memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status
sengkety;

Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya
dengan kondisi tidak layak huni;

. Belum pernah memperoleh Bantuan Swadaya dari Pemerintah;

Memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah,;

. Menggunakan BSMS berupa bahan bangunan sesuai ketentuan dan

sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan

rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak
huni dalam tahun anggaran berjalan;

Akan menghuni rumah yang citingkatkan kualitasnya melalui BSMS;
Bersedia diaudit oleh pihuk yang berwenang,

Bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan
BSMS, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai
pengganti atas pembelian bahan bangunan dan pembayarannya
menggunakan dana BSMS serta tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk pengajuan
mendapatkan Bantuan Perumahan Sejahtera dari Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun ...... dan apabila di kemndian hari Saya membuat pernyataan ini tidak

dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai peraturan
perundang-undangan.

Yang menvatakan

e e e s



Form 3-3 SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS BSMS

Nama Pen2rima Bantuan :
Nomor KTP

Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

Jenis Kegiatan: Peningkatan Kuelitas

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awa. (0%) dan Material Rumah

7oto nondisi Awal Perspektif

Foto Kondisi Awal Dalam Rumah

Material Kondisi Awal Material Rencana Usulan
Jenis Atap Jenis Atap - vol ....m?
Jenis Lantai Jenis Lantai . vol ....m?
Jenis Dinding Jenis Dinding : vol ....m?2
N L [ e e 20..
Diketahui, Diajukan oleh,

Konisultan Manajemen

Ketua KPR

} Penerima Bantuan

- i

Diverifikasi/ validasi oleh,

Diketahui/Disahkan oleh,

= [ Tir Tekuis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Provinsi

PPTK




Form 2-4

FORMULIR

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAR) BSMS

Nama Penerima Bantuan
Nomor KTP

Alamat SO SUO—— R,
DEsa/KETaldn. = == 3 oo S P I W SR LT :
Kecamatan USROS OU. SO,
KabiupatenfRote = 1 s T S
Jenis Kegietan Peningkatan Kwalitas
) SUMBERDANA,/BAHAN
HARGA TOTAL SWADAYA .
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA Momakni
BSMS Dana Bahan
(Rp) (Rp) .
Tunai Bangunan
Lama
I | Pekerjaun Persiapan
Bongkar Ruragh Lama ls Gotong Royong
KPB
11 | Pekezjamn Atap
_l_hb':xdl-k uda can Rangka Atap
~Favu rangka kuda-kuda (5 em x10em x Btg
4 m)
~llayu gapit (5 cm x10cmx3 m) Btg
-Knayu goriieng/usuk (5 cm x7 cm x4 m) Big
jarakl m
2| Penutup Atep
== -3eng gmn bang (0,2em x80cm x180 Ler
cm),s‘au
~Fsbas ge‘oqlblng (0,35em x80cmx Lbr
180cm)
3 [ Eubungan Seng/Arbes Eh
4 Listplang papen (1,5em x15cm x4 m) Btg
F—ﬁr“-'?;hrjun Dinding
I | Pasang Poridasi Batu Tapak (Umpak) Bh
2 | Sloof (15em x20em)diatas Batu Tapak
i “tlesi beton ¢ 10mm SNI Btg
B -Besi beton @ 6 mm SNI Btg
" “Semen @50kg Zak
“Pasir Beton M3
| ~BatuPecah M3
3 | Folor1 (10¢m. »10cm«3 cm) Bh
N # l.eon B
_-‘jlu-aui leton @ 8 1nm SNI ] Etg
| -Besibeton $5 mm SNI Btg
I oo
:“-iatu pecah _ M3
Kayu
-+—K1yut [0cm %10 em x3 m) Btg
4 | Dinding Permanen atau Semi Permanen
" Tembok M2
T | —Pasir Pusang M3
-Semen @50 kg Zak
-Batu Bata atau Batako Bh
Papan
-Papan (1,5¢m x 20em x 4 m) Lbr
[ “Kayu (5 crux7 cm x4 m) jarak],5m Btg
5 | Ring Balok: (10em x15em)
Beton




SUMBER DANA/BAHAN
HARGA TOTAL il sl
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME | SATUAN | HARGA WE——
®Rp) Rp) BSMS Dnna. Bahan
Tunai Bangunan
lama
-Fesi beton ® 3 mm SNI Btg
-Besibaton ¢ 5 mm SNI Btg
-Somen @50kyg Zak
-Pasir beton M3
r -Batu pecuh M3
5 7
-Kayu (5 erax10cm x4 m) Btg
€ | Kuwen Pintu dan Jendela
I ~Kusen Pintv. Depan (200cm x 80cm) Unit
Dan Jendelz Gendong (150cm x50em)
' Serta Ventilasinya (130cm x40cm)
-Kvoen Pintu Belakang (200cm x80cm) Unit
Dan Jendela Gendong (110cm x50em)
Sorta Ventilesinya(13Cem x40cm)
1" “Fusen Jendeia 2 lubang (100cm x110 Umit
om) serta Ventilasinya {100cmx40cm)
7 | Daun Pintu dan Jendela
~Daun Antu (Panel Kayu(200cm x80 Unit
cm)
~Dsun Jendela Kaca (SOcm x150cm) Unit
“Daun Jendela Kac1 (50cm x110cm) Unit
| -Daun Jend=la Kayu (50crmx110cm) Jnit
V | Pekerjuan Lantai
- Lantai Rabat (MutuBo)1:5t=5cm M2
-Semen @50k%y Zak
=Pasir pasang M3
Lantai Papan m2
-Papan (2,5cm x20cm x4 m) Lbr
~hayu(8 cmx12cm x4 mjjarak2 m Btg
-Kayu(5 emx7 ¢n x4 mjjaraklm Btg
T Upah Kerja
Tukang - Oh
| -Penbantu-vkang Oh
_____ -Makan siang dan minum Kali
VI | MCX dan lain-lein il
“Closet Jongkok Unit
i - ipa paraloin Beg
= = Fal:u, angsel, slot pintu, kunci, kawat Ls B
ikat
B \ ~Papar. Bakisting La
JUMLAK | Rp. | Rp. Rp.
- [ e s eeereenes 20
Diketahui, Diajukan oleh,
Konsultan Manajemen Ketua KPB Penerima Bantuan

Diverifika
uupaten/Kota

is Kab

114

validasi oleh

Diketahui/Disahkan oleh,

im Teknis s Provinsi

“PPTK




—— SURAT PERMOHONAN BSPW
| T ﬂ_l (RTLH PADA KAWASAN PARIWISATA STRATEGIS)

.................... ARy SERARTIATRRARUSRPRRRIY. . & S

Kepada
Hal : Permohonan Bantuan PK bagi RTLH pada Yth GUBERNUR LAMPUNG

Kegiatan Bantuan Swadaya Pondok Wisatz, : melalui KEPALA DINAS PERUMAHAN

(BSPW) Tahun 20 ... DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
________ Di

Bandar Lampung

Saya vang bertanda tangan di bawah ini:

I\Ima ............................................................................................

NIK ............................................................................................

L]mur ............................................................................................

PERERJAATL, 0 ciisiiiiisiosihosinessisiinssinssosssnsssunnnnerssersrssssstnyssesasovssessasnnasns sesstns

Alamat 3 T e cismemmoremmanessansaannnesssnnesniveserinses oS S SRS SR 6
Desa/kelurahan ........cccoveiiiiiieiiiieiiccee e e
RECAMBLAIL v ivvicrmnsionnalvsiviss sswosssssssvaisss s sy s s s
Kabuvpaten /Kota

-----------------------------------------------------------------

Dengan ini menyatakan banwa Saya.

warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;

termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSPW;,

memiliki/ menguasai tanah;

Yelum memiliki rumah /menuliki 4an menempati rumah satu-satunya dengan kondisi
tidak layak huni(*);

5. belum pernah memperoleh BSMS dan BSPW dari pemerintah,;

6. memiliki keswadayaan dan berencana meningketkan lkualitas rumah(*);

BN

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saya mengajukan permohonan untuk dapat
Diberikan BSMS tahun 20...

Sebagai kelenglkapan permohonar ini, bersama ini saya lampirkan :

a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;

b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja(*);

c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan
menguasai tanah dari kepala desa/lurah (*);

d. rencana teknis dan RAB,

e. surat pernyataan;

f. Surat pernyatasn tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima BSMS
berupa uang (khusus lanjut usia dan disabilitas) dan

g rekomendasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ............ yang membidangi urusan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Panetaan Ruang, serta Pariwisata dan
[Fkonomi Kreatif.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-

benarnya dan Saya bertanggung jawab terhadap kebenaian isinya untuk kiranya dapat
dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui :
Kepals Desa/LOraly ... icmsesniesions Pemohon,

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu




F’”_“ e SURAT PERNVATAAN CALON PENERIMA BSPW
Forn 24| (RTLH PADA KAWASAN PARIWISATA STRATEGIS)

Saye yang bertanda tangan di bawan ini:

Nam e e R R R R R R AR AL
N}‘I( ............................................................................................
10550007 SR T L LT
PRIRTIOBN . 5 s e R G R S AR
Alamat T Ak cramerrsnevannn e SRR SRS SRS AR
DEih T XBRICANINN iosaniiniicnirmimiitiasns i iniins i inasaios
LRI oot v e S R RS P A RS e
KaDUpaten KO «.coivscssvinsvspsommsriminassiasss s sa s imsmiig

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya :

1. Memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status
sengketa;

2. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumsh satu-satunya
dengan kondisi tidak layak huni;

3. Berdasarkan rekomendesi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ............ dan
Provinsi yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman,

Panataan Ruang, serta Pariwisata dan Ekonori Kreatif rumah tersebut

terletak pada Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Lampung.

Belum pernah memperoleh Bantuan Swadaya dari Pemerintah,;

Memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah,

Menggunakan BSPW berupa bahan bangunan sesuai ketentuan dan

sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan

rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak
huni dalam tahun anggaran berjalan;

Akan menghuni rumah yang ditingkatkan kualitasnya melalui BSPW,

Sanggup memfungsikan mmumah tinggal sebagai Pondok Wisata serta

mendaftarkan/ mengurus perizinan sehagai Pondok Wisata.

9. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;

10). Dalam hal bantuan berupa uang, bersedia menerima sanksi apabila tidak
raengikuti ketentuan pelaksanaen BSPW, yaitu sanggup mengembalikan
bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah
saya terima dan pembayarannya meuggunakan dana BSPW serta tidak
saya manfaatkan untuk pembangunan.

om

e o

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya
paksaan. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya
bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

b'¢ nq menyatakan




-

Form 2-7

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS BSPW

Jenis Kegiatan: Peningkatan Kualitas

Nama Penerima Bantuan :

Nomor KTP
Ajamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan

Kabupater./Kota

Gambear Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah

R R l

Foto Kondisi Awal Perspektif P Foto Kondisi Awal Dalem Rumah
- L Rencana Usulan
Material Kondisi Awal Material Rencana Usulan
Jenis Atap Jenis Atap : vol ....m?
Jenis Lantai Jenis Lantai : vol ....m?
Jenis Dinding Jenis Dinding : vol ....m?
i B [ i, R 20..
Dikelahui, Diajukan oleh,
Konsultan Manaj;:mcn Ketua KPB Penerima Bantuan

- ) Diverifikasi/validasi oleh, j Diketahui/Disahkan oleh,
| Tire Teknis Kabupaten/Kota '{‘1m Teknis Provinsi — ]

Bl




D

——

[ Fom 28| FORMULIR
o RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BSPW

Nama Penerima Barnituan
Nomor KTP

Alamat T R R S R
Desa/Kelurahan T — e ———
Kecamatan e ea e R S S SRR s i
Kabupatern/Kota SRR T AR AT R A
Jernis Kegiatan : PK termasuk pemenuhan standar pondok wisata.
T T SUMBERDANA/ BAHAN
HARGA TOTAL ditiiol
NO | URAIAN PEKERJAAN VOLUME | SATUAN | HARGA Mémuio
(Rp) (Rp) BSPW Dmat Bahan
Tunai Bangunan
Lama
" | PukerjnanPersiapan
Rongkar Rumah Lama - Is Gotong Royong
KPB
11 | PakerjaanAtap
|| Fuda-kuda dan Rangka Atap
-Koyu rangka kuda-kuda(5 cm x10em x Btg
4 m)
-Kayu gapit (3 cm x10cmx3 m) Btg
~Kayu gordeng/usuk(5 cm x7 em x4 m) Btg
jarakl m
2 | Penutup Atap -
| -3enggelor bang (U,2cm x80cm x180 Lbr
cm),atau
T --fsbes gelornbarg (0,35cm »80cmx Lbr
180cm)
3 | Bubungan Seng/Asbes Bh
4 | Listplung pupan (1,5cm x15cm x4 m) Btg
Il | Peicerjaan Dinding
[ 1| Pasang “ordasi Batu Tapak (Umpak) Bh
37 Cloof (15cm «2Ccm)diatas Batu Tapak
7 7| Beribetc n ®10mm SNI Btg
" “Besibeton ® € mrm SNI Btg
T [ “Somen@surg Zak
T [ ~PasirBeton M3
. “BatuFecah M3
T 3 | Kolom(10cra %10cmx3 cm) Bh
— Boton
[~ 7 [ -Beui beton D 8 mm SNI Btg
-Besi teton ® 6 mm SNI Btg
-Semen (@50kg Zsk
T T -Batu pecan M3
Kl:fl___
“Kayu ( 1 0cm x10 cm x3 m) Big |
4 | Dinding Permanen atau Semi Permanen
Tembok M2
—Pasir Paang - M3
1 -Semen @< Vkg Zak
T " _DBacu Bata e+au Eatako Bh
— T T Pajan -
-?’npsn (1,5¢m x20em » 4 m) Lbr
- “Kayu (5 cmx7 cm x4 m) jarak1,5m Btg
3" Ping Balok (1Ucm x15cm) -
T [Bron




Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

(1)
(2)

penyaluran BESMS/BSFW *) berupa uang untuk pembangunan RTLH sebesar

Rp....,- (.....) Tahun Anggaran 20... dari pemerintah kepada penerima BSMS;
pemanfeatan bantuan dengan pembangunan RTLH oleh penerima ........ pada
kkelompok penerima BSMS/BSPW *) .......... di Desa/Kelurahan...., Kecamatan.....,
Kabupateri/Kota ....., Provinsi Lampung.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

(1) PTHAK KESATY mempunyai hak dan kewajiban :

2.

b.

C.

melakukan verifikasi/ pengujian terhadap permohonan pembavaran PIHAK KEDUA;
menyalurkan bantuan berupa uang vang digunakan untuk pembelian bahan
bangunan dan upah tenaga kerja untfuk pembangunan RTLH kepada PIHAK
KEDUA;

memperoleh laporan pertanggungjawaban dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

- a.

b.
c.

mengusulkan permohonan BSMS/BSPW * berupa bahan bangunan dan upah
tenaga kerja untuk PK kepada PIHAK KESAT,

menggunakan BSMS/BSPW *) untuk pembangunan RTLH sesuai rencana;

menyampaikan laporan ke¢majuan pekerjaan dan penggunaan dana secara berkala
kepada PIHAK KESATU;

. mnenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah

nekerjaen selesai atau akhir tahun anggaran; dan

. memelihara dan memanfaatkan Rumah hasil pembargunan sebagai rumah tinggal

/ rumab tinggal disertai fungsi pondok wisata *) dan mengurus perizinan terkait..

Pasal 5
Tata Cara Penyaluran

Penyaluran bantuan dilakukan melalui :

a)
b)

F"") (‘,)

PIHAK XESATU melakukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan PIHAK
KEDUA.

Perrnohonan yang memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan proses pengajuan
pencairan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Penyaluran BSMS/BSPW *) dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima setelah
transaksi pembayaran atas pembelian bahan bangunan dan atau upah tenaga kerja
dilekukan dengan pemindahbukuan uang ke rekening toko/penyalur/penerima.

Pasal €
Pemaufaatan Bantuan

Pemanfaatan bantuan meliputi _
(1) Ueng yang tclah diterima oleh PTHAK KEDUA dari PTHAK KESATU atau pihak

lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk
membangun RTLH.

(2) Dalam hal uang dari PTHAK KESATU untuk keperluan membangun RTLH tidak

mencukupi, PIHAK KESATU dapat mengupayakan dari sumber lain yang tidak
wmengikat.

Pasal 7
Pelaporan

Laporan Pertanggurnigjawaban PIHAK KEDUA meliputi:

(1)

(2)

Laporan kemajuan pekerjaan secara berkala yang dilengkapi dengan ‘oto progress
fisik

Laporan pertanggungjawaban pada akhir pekerjaan atau akhir tahun anggaran
dilengkani foto Rumah dan berita acara.



Pasal 8
Sanksi

Dalam hal PTHAK KEDUA tidak mengikuti ketentuan BSMS/BSPW *), dikenakan
sanksi berupa:

a. Pernbatalan Lantuan jika PIHAX KEDUA tidak memenuhikriteria sebagai penerima
bantuan setelah ditetapkan;

b. pengembalian bantuan jika PIHAK KEDUA menyalahgunakan bantuan yang
diterima.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh
PARA PIHAXK di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang

3arma.

~ PIHAK KEDUA
PENERIMA BANTUAN,

materai

K¥TVUA KPE,

PIHAK KESATU

PPK,

Nip.

Mengetahui,

Kepala Dinas PKP Provinsi Lampung,

Nip




Form 2.12

| -

Nomeor
Lanipirar.
Hal

Tembusar

- (KOP BUPATI/WALIKOTA)

.............................................. 20..
Kepada
Yth. GUBERNUR LAMPUNG
..... (......) berkas proposal di
Usulan Bantuan Pembangunan Bandar Lampung
BSMS
Dengan ini kami sampaikan usulan bantuan pembangunan

RTLH di Kabupaten/Kotit .............. sebagai berikut:
| No. Kecamatan Kelurahan Kelompok Penerima

Bantuan

Kami bersedia mendukung pelaksanaan pembangunan BSMS
tersebut berupa upah, peralatan kerja dan tenaga pendamping yang
bersumber dari APBD Kab/Kota. Kami menjamin penyelesaian

pembangunan BSMS sebelum berakhirnya tahun anggaran dan
akan melaporkan hasilnya.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima
kasih.

Bupati/Walikota

1. Kepala Dinas PKP Provinsi Lampung;

~

2. Ketua Pokja PKP Provinsi Lampung;




SUMBER DANA/BAHAN
\— I e SWADAYA
| No URAIAN PEKERJAAN VOLUME | SATUAN | HARGA e
i (Rp) (Rp) BSPW Dana Bangunan
{ Tunai _Lama
[ -Beai betor: b 8 mm SHI Btg
— -Besitietcn ® 5 mm SNI Btg
- -Semen G';t'—()?g_ Zak
| ~Pauir buton - M3
7] “Batupecih M3
L T i
T -Fayu (5 cmx10cn x4 m) Btg
._Tla—_k:uun Pint1 dan Jendela -
~ -Kusen Pintu Depan (200em x 80cm) Unit
Dan Jendela Gendong (150cm x50em)
Sarte veontikeinye( 130em x40cm)
-Kusen PintuBelakang(200cm x80cm) Unit
danJendelaGendong(110em x50cm)
sertaVentilasinya(l 30cm x40cm)
~KusenJendela2 lubang(100cm x110 Unit
cmjaertaVortilasinya(1 00cmx40cm)
7 | Daun PintudanJendela I'_ ]
——T -DaurPintu(PanelKayu(20Jcm x80 Unit
cm)
-Daun..’l encelaKaca(50cm x150cm) Unit
i -DaunJendalaKaca/SOcm x110cm, Unit
T -DaunJendelaKayu(50cmx110cm) Unit
IV | Pekerjraniantal
ﬂ___l_l.enuiRnLaunmBo]1:5:-5cm M2 I__.._
1 Semen@S0kg Zak
- —f"m..Eimang M3
T M2
T -Fapan(2,5cm x20cin x4 m) Lbr
- -Kay1(8 emx12¢m x4 m)jarak2 m Btg
- -Fayu(5 emx7 cm x4 mjjaraklm Btg
A" UpahKerjz.
--—:-'hllumg Ok
-Pembarntu Tukang -__ Oh
T' ~Makun siang dan minum Kuli
Vl | MCKdaniain-lain
T —Closet Jongkok Unit
- -Pipa parelon o Btg
-Paku, engssl, slot pintu, kunci, kawat Ls
ikat
- LP&p.mEokilu'ng le
JUMLAH Rp. Rp. Rp.
[ iy ceeenens 20..
Diketahu, L Diajukan oleh,
Konsultan Manajemen Ketua KPB Penerima Bantuan
Diverifikasi/validasi oleh, Diketahui/Disahkan oleh,
I1im Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Provinsi PPTR




L

Form 2.0 l
I S— BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

PEFMOHONAN HBANTUAN BSMS BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN RTLH
KABUPATEN/KOTA...... KECAMATAN....... DESA/KELURAHAN

Pada Hari ini,...... Tanggal...... Bulan.... Tahun....., yang bertandatangan di bawah ini :
1. Neauna
NIP' 1 cosemsrvassssssnsennsanaitaninvsniis sesksnassanins sEarsnenesnssssnensns

Jabatan v [Jubetan Strakturtl]...omamsssiii

Seiaku :  Ketua Tim Teknis Provinsi Lampung
2. Nama
. .

Jabatan : [Jaba\.an Struktaral).......ccccviiinnniiniinnn.
Selaku . Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota

......................................................................

.......................................................................

..................

Menyatakan:

1. Telah melaltukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap permohonan bantuan berupa
uang untilk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan hasil sebagai berikut:

l;_"_ - Memenuhi

No Kondisi Lapangan-Dokumen Ya Tidak Keterangan
l 1 Rumah tinggal satu-satunya dan dalam

L | kondisi tidek layak huni.

| 2 | Tersedia tanah untuk pembangunan RTLH

7
L_ | yang tidak dalam status sengksta

J | Kesanggupan menyelesaikan PK tepat
| waktu dengan kualitas baik

+ IKPE beranggotakan paling sedikit 5 (lima)

paling banyak 20 (dua puluh) pznerima BSMS
5 | Permohonan disetuiui oleh kepala
1 desa/lurah

2. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, permohonan calon penerima BSMS atas nama

........... AAMBY sy Oesafkel coninun KOG susa KabfKota ... dinyatalan
lay ak/tidak layak *) untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
uipergunakan sebagaimana mestinya.

................ s eeneeeanes 2000
,T Konsuitan Marajemen Ketua KPB Calon Penerima Bantuan
N Diverifikasi oleh,
T 3§ Tim Teknis Kabupaten/Kota
Tim Teknis Provinsi




5,

g

Form 2-10

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

PERMOHONAN BANTUAN B8PW BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN RTLH
DENGAN FUNGSI RUMAH TINGGAL DAN PONDOK WISATA

KABUPATEN /KOTA...... KECAMATAIN....... DESA/KELURAHAN......
Pada Hari 1ni,...... Tanggal...... Bulan.... Tahun....., yang bertandatangan di bawah ini:
Lo NANMIE 1 i s e e e e e
NIF R R SR R SR e
Jabatan : (Jabatan Struktural)...... ......cceeeeiiniennns
Sclaku :  Ketua Tim Teknis Provinsi Lampung
2o NEDIA = 8 s e e e s b GRS
NIP S e S R R B D VR
Jaopatan : (Jabatan Strultural)......oauissiisesaseiies
Selalku :  Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota..................
Menyatakan:
1. Telah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap permohonan bantuan berupa
uang untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan hasil sebagai beril:ut:
| Memenuhi
Mo Kornidisi Lapangan-Dokumen Ya Tidak Keterangan
1 Ruman tinggal satu-satunya dan dalam
kondisi tidak layak huni.

Tersedia tanah untuk pembangunan RTLH
yang tidak dalam status sengketa

_”l‘erleta‘.z_pada Kawasan Strategis Pariwisata

4 Kesanggupan memiungsikan rumah tinggal danl
pondok wisata serta mengurus perizinan/

:ndafiaran usaha pondok wisata
Kesanggupan menyelesaikan PK tepat
waktu dengan kualitas baik

paling banyek 20 (dua pu'uh) penerima BSPW

e
6 | Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) daa
7
L

Permohonan disetujui oleh kepala
desa/l1rah

|

2. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, permohonan calon penerima BSPW atas nama
o BAEREE ooaawis desa/leel e Kee s Kab/Kota ............ dinyatakan
mdsuk/ tidak *) dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Lampung sehingga layak/tidak
layak *) untuk diproses lebih lanjut.
3. Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi den validasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
_dipergunakan sebagaimana mestinya. -
R _ | R " 5 namiin 20..
i E Ketua KPB Calon Penerima Bantuan
I Diverifikasi oleh,
Konsultan Manajemen Tim Teknis Provinsi Tim Teknis Kabupaten/Kota
" Linas Parekraf Provinsi Dinas PU Tata Ruang Provinsi
L —




| Form 2.13 |

FOEMAT PENILAIAN KABUPATEN/XOTA ............

Ket:
(*1) Berdasarkan Data dain Informasi Kemiskinan dari Badan Pusat Statistik
(*2) Berdasarkan data rumah tangga yang bukan layak huni dibagi jumlah rumah tangga dari Badan Pusat Statistik
(*3) Berdasarkan data rumah tangga menurut staius kepemilikan dibagi jumlah rumah tangga dari Badan Pusat Statistik \



Form 2-14

KEBUTUHAN RUMAH TINGGAL

Nomor BNBA
Nomor KTP

Nama Penerima Bantuan :

Penghasilan per bulan
Alamat

oooooooooooooooooooooooo

.........................

PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/

foto kondisi rumah /tanah

Deap/Kelurahan = 2 @ ccsossasossivinines
Kecamatan @ e
Kabupatenn /Kot = | .ocsssmmmissssnssvsvng
- T
No | KomponenRumah Tingkat Layak Huni Keterangan
I_v__i KeselamatanBangunan Tidak Rusak Rusak/Tidak Ada
"A Struktural
. 1 | Pondas:
(W 2 | Tiang/kolom
3| Balok ___ B
4 | Ranghka Atap
| B | Non Syrukt:ral
1 | Dinding Pengisi
2 Kusern
) Atap
| 4 | Lantal
I | KecukupanRuang Cukup Tidak Cukup
1 " Minimum Sm?/jiwa
U Kesehatan Memenuhi Tidak Memenuhi
: Pencahavaan Minimal 10%
______ | Dari luas dinding
[ Penghawaan Minimal 5% dari
_° | Luas cinding, ada sirkulasi |
3 _| Ketersediaan Air bersih !
[ % | Ketersediaan MCK [
I; Hasil Penilaian
F____F—’B_l?_.iggan PK Sedang PK Berat PK Total PB
. |
SR T 20...
Konsultan Manajemen Calon Penerima Bantuan
b RN ) fssnmmivesummsmomamssvsss )

Mengetahuii dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

................




&7

;| PENILAIAN KONDISi RUMAK TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/
omt .-

Nomor BNBA

Nomor KTP

Nama Penerima Bantuan :
Penghasilan per bulan
Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan

Kabupaten/Kota

cene

.....................

.....................

.....................

.....................

---------------------

KEBUTUHAN RUMAH TINGGAL DAN PONDOK WISATA

foto kondisi rumah /tanah

No

T

KomponenRumah

Tingkat Layak Huni

Keterangan

| KeselamatanBangunan

Tidak Rusak

] Rusak/Tidak Ada

A Struktural

Pondesi

Tiang/kolom

Balok

Rangka Atap

Non Struktural

Dinding Pengisi

Kusen

Atap

Lantai

Kecu kﬁ'f)anRuang

Cukup

Tidek Cukup

Minimum 9m?/jiwa

Il | Kesenhatan

‘Memenuhi

Tidak Memenuhi

1 Pencahayaan Minimal10%
Dauri lues dinding

5 Penghawaan Minimal 5%dari
Luas dinding,ada sirkulasi

3 [ KetersediaanMCK

Pemer:unan standar pondok

| fmemulil:i paling sedikit 1 (satu)
ar dan paling banyak 5 (lima)
yang khusus untulﬂ

s

{ 2o

enyediaan tempat penampungan

3 uran pembuangan air yang
car.

4 |penyediaan air bersih vy
encukupi sesuai dengan jumlal
L arnar atall tamu yang menginap.

Hasil Penilaian

PK Sedang |

PK Berat

PK Total PB

.............. T L .

Calon Penerima Bantuan

Mengetahui dan Menyetujui,

Kepala Desa/Lurah

............




I Form 2-16_}

Desa/Keiurahan

HASIL SELEKSI CALON PERERIMA BSMS PERSECRANGAN
BERDASARKAN KESEPAKATAN WARCGA

KECEMELAN 3z 1 cscrmsseumsesn i sa e s s s raas
Kabupaten /Kota T ———
Provinsi : LAMPUNG
reselamatan Bangunan
— Kesehatan K;.mwm HASILREMBUG
Komponen Struktural Komponen Non Struktural
NO JENIS ALANAY g
NO | o NAMA KELAMI NO.KTP TEMPAT 3 = Catatan
BMNBA N TINGGAL £ a a E s s ‘-'i';? & &
Gl 2 % 23 € % F: 3 H > | & " I s g w>x
2 x £ - 2 c = 2 2 o o @ & o <0 §
3 @ =2 £ 2 a g8 | 8= | = ¥ = X o Oxp
5 g g & 2 5 g g 28 = o« FEe
- o n_° o & ;2‘;.; B o = o
1 7 3 N 5 b 1 8 [} 10 [ n ] M s [ s [ n | s [ L 2 u 7 %
L senum | P soos0mony | R . e
a gurskedesa
oK 0K 0K [T
1 |2 SUCMI p 3602301880002 wmml !
S 0K 0K T3
R MABNLD p 3600350630001 m““”"m‘m
MAIMURAH 1[4 3212 35720830000 1] 4 1
Keterangan: V= tersedia/memenubi/layak, x= tidak tersedia/tidak memenuki/tidak layak
................ TPV . | [

Kepaia Desa/Lurzh

Wakil dari Peserta/CPB

(oerereeeeeeesereeessesenes ) ceeereeereeeeee e, )

KONSULTAN MANAJEMEN




g
Form 2-17

e
-

HASIL SELEKS! CALON PENERIMA B3PW PERSEORANGAN

BERDASAREAN KESEPARATAN WARGA

Desa/Kelurahan @ ..
Kecamatan e e e
Kabupaten/Eoth ! covmamuenemssssiesssesssres
Provinsi : LAMPUNG
Keseiamatan Bangunan
Kesohatan e | FungeRendor HASILREMBUG
Komponen Struktural Kompcnen Nor Struktural
NO ENIS ALAMAT 2
NO 7 NAMA e NO.KTP TEMPAT v 5 Catatan
BHBA BN TINGGAL £ 5 a Els |3 E z z
P08 [ sl d el s |3 el ElFs] 25| 8|20 HARE
a?ﬂséaéésgﬁ-g:*cg!sgz 52 P2
[ :2 cf g o = c o
I ? 3 4 5 [ 1 8 8 0 I 2 13 i I EERE 1y BT n n 1 % %
[ KPCAHAYARTOI
i SARNUAHI P 50030ETALE3 G -
11§ 114 0K 0K Mati.akanmenguruskedasa
' SUKKI P 360225 MBB00C2 ot
UK x o 3
3 |s MABNLD p 360035 70830001 lm‘"“'m'
wound | ot 3600357208900 | 0K I
Keterangan:V= tersedia/memenuhi/layak, x= tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak
................ UTTUTURTPR.. . | M
Kepala Desa/Lurab Wakil dari Peserta/CPB KCNSULTAN MANAJEMEN
f e bermeessmmsmnsmens ) Lo asmeme AR SRR ) AR ——— ) T —-, )

et ]




— - 1
Form z-18 J
ILEMBAR REKAPITULAS! VERIFIKASI PROPOSAL BSMS BERBENTUK UANG UNTUK PERSEORANGAN

DESG/REIGEEHRN, = === Susossisnaieiissenemas s
Kabgpgtee Kole === loasvvsssenwassssssseamsmmeacme s
Provinsi : LAMPUNG
Jumlah Penerima Bantuaill ...........cocsssessosnns orang
Nama ' Kelengkapan Rekomendasi
e P";;‘gﬁgm alamps NIK PK At |a21a3|as ! as a6 a7 ] as ] a0 [ato| va |Tidax
1
2
3 _
4 |
- = |
6
7
8
9
10 _J
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Keterangan :




Al.
A2.
A3.
A4,
A5
Ab.
A7.
A8.
A9.

Surai Ferimohenan

Fotokopi Kartu Tanda Pcnduduk (KTP)
Fotokopi Kartu Keluarga (Kk)

Surat keterangan penghasudan

an

Fotokopi sertifikat tanah a2tau bukt kepeniiikan penguasaan tanah dari peiabat yang berwenang

Surat pernyataan

Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima BSMS berupa uang (lanjut usia dan disabilitas)

Foto kondisi awai 0%
Spesifikasi teknis untuk PK

Al10.Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rekomendasi Verifikator

Tanda Tangan &

1 St‘empel ~ "
No Level Nama dan NIP Lenibagarinstansi Tanggal Keterangan/Catatan
1 Konsultan Manajemen
2 Tim Teknis sisremen el ARSI TR
Provinsi
NIP
< g - T Y T ——— -
Kabupaten/Kota
= NIiP




SYE

Form 2-19 J LEMBAR REXAPITULASI VERIFIKAS! PROPOSAL B8SPW 2ERBENTUK T

o UNTIJR PERSEORANGAN

Desglielirabhan, ==z Sowsssassmioesiesssii nesseiesie
Kobupeten/Kota @0 Seccaassaasseveseer i
Provinsi LAMPUNG
Jumlah Penerima Bantuan :........................... orang
Jama | Kelengkapan Rekomendasi
i Bl NS Pk P Al A3| A4 | A5 |A6| A7 | A8 | A9 | A10|A11 | Ya [Tidak
1
2
3
4
O
= _
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20







keterangan :
Al. Surat Permohonan

Fotokopi Kartu Tanda Pencuduk (KTP)
Fetokepi Kartu Keluaiga (KKj

Surat keterangan penghasiian
Fotokopi sertifikai tanab atau bukt kepemilikan penguasaan tanah dar; pejabat yang berwenang
membidangi Tata Ruang, PKP. Parekraf.
Surat pernyataan. (menyatakan juga akan memfungsikan sebagai rumah tinggal dan pondok wisata.
Surat pernyataan tidak memiliki kemampuain dana swadaya bagi penerima BSMS berupa uang (lanjut usia dan disabilitas)

AZ.
A3.
A4.
AS.
A6.
AT.
A8.
A9.

Rekomendasi dari PD Kab/Kcia

Foto kondisi awal 0%

Al1C. Spesifikasi teknis untuk PK
Al1l.Rencana Anggaian Biaya (RAB)

Rekomendasi Verifikator

No

Level

Nama dan NIP

T Tanda Tangan &
Stempel
Lembaga/instansi

Tanggal

Keterangan/Catatan

bt

Konsultan Manajemen

2 e o I [ U ——
Provinsi
NIP
3 TimTekii8 = | .comsssaasiessssaviveismsivass
Kabupaien/Kota
pteng NIP
4 Unsur Dinas PU dan Penataa) ......ccccovevmveimiiiiiiiniinennenns.
Ruang
NIP
5 Unsur Dinas Pariwisata = | -...ccoeerererceimirminiiiiaiiianan

Ekonomi Kreatif




-

FZ;{'E PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
s BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA (BSMS)

Nomor B e s 20..
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penetapar: Penerima
BSMS Desa/Kelurchan..............

Kepada Yth.
Kepala Dinas PKP Provinsi
di £

Bandar Lampung %

Berdasarkan hasil verifikasi proposal BSMS yang dilakukan bersama Konsultan
Pendamping Kabupaten/Kota ............... , dengan ini kami menyatakan bahwa

proposal tersebut layak dla_}ukan untuk dltetapkan sebagai Penerima BSMS di:
Desa/Kelurahan

Kabupaten /Kota
PLOWIDE =000 0 iessesiemmomwemcseesseissiamsessesm

Junilah Penerima Bantuan:.........aiim orang

---------------------------------------------

.............................................

‘Terlampir kami sampaikan:
1.Lembar Verifikasi Proposal BSMS.
2.Proposal Penerima BSMS.

Selanjutnya kami bersedia:

+ Menjamin pelaksanaan kegiatan BSMS sesuai ketentuan yang berlaku.

¢ Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar
dapat inelalsanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima BSMS ini kami ajukan agar dapat
diproses sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Teknis
Kabupaten/Kota ....

Termbusean.

1. Bupati/Walikota ............

2. Kepala Dinas PKP Kab/Kota....

3. Ketua Pokja PKP Kabupaten/Kota...



(KOP GUBERNUR LAMPUNG)

Forma 2-Z1 ~l

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA (BSMS)
TAHUN ANGGARAN 20.......

DESA/KELURAHAN ............ KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA ...........
PROVINSI LAMPUNG

............

Gubernur Lampung,

Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat

vy (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor.... Tahun ...
tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;

b. bahwa nama-nama penerima BSMS yang
tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah
memenuhi persyaratan menjadi penerima BSMS,
sebageimana dimaksud dalam Pasal .... Peraturan
Gubernur Lampung Nomor ....... Tahun .... Tentang
Bantuar Swadaya Mahan Sejahtere. dan Pondok Wisata,

c. bahwa  berdesarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang

Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS)
Tahun Anggaran 20...

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun
» Perumahan dan Kawasan Permukiman;
(D 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014
tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perurnahan dan
Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomeor 17 Tahun
2017,

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor ... Tahun
...... Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeran
Provinsi Lampung Tahun ...... y

5. Peraturan Gubernur Leampung Nomor......... Tahun
...tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan
Pondok Wisata di Provinsi Lampung.

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor ... Tahun ...
tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun .....

2011 tentang

e S i



Memperhatikan

Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

(hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan
penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SWADAYA MAHAN
SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 20

Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Swadaya
Mahan Sejahtera (BSMS) berupa uang yang selanjutnya

disetut penerima BSMS sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini.

Penerima BSMS sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti
program BSMS sesuai peraturan perundang-undangan.

Segala biaya vang timbul akibat dari ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Keputusan ini: mulai berlaku sejak  tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan
dilakukan perbaikan sebagaimanamestinya jika di
kemudian harn ternyata terdapat kekeliruan di dalam
penetapan ini.

Ditetapkan di ................

Pada tanggal .............. 20..
Gubernur Lampung

---------------------------------------

Salinan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati/Walikota ..... e

2. Kepala Dinas PKP Provinsi Lampung;
3. Ketua Pokja PKP Provinsi Lampung;
4, Ketua Pokja PKP Kabupaten, Kota.....

5. Penerima BSMS



Lampiran Keputusan Gubernur Lampung
Nomor :
Tanggal
Tentang :

DAFTAR NAMA PEMILIK RTLH PENERIMA BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA TAHUN 20....

KABUPATEN/KOTA  © eeveeereeeeeeeees eeerereeeeserseenns
KECAMATAN % oo cee e eeer e
DESA/KELURAHAN & ooovoveeeeeeeeseeeeeeereeeeeeenenne
.‘ BESAR
NO ALAMAT
N
NO' | mNBA AMA | namakeB | pons | NOKIP e BANTUAN
SLANE TINGGAL (Rp.)
—
3
L_3
4
5
|
6 |
7
T8
5
l
10
— ——-L— — I
_.__* S _; _
Gubernur Lampung

.......................

................




@

[;Fornl 2-22 i

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BSMS

Nama Penerima Bantuan

Nomor BNBA
Besar Pantuan

Nama KI'B
A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSMS
Keadaan (% Keadaan 3% Keadaan Minimal 100%
Atap: Atap: Atap:
Lantai Lantai : Lantai :
Dinding : inding ° s
_8; B Dinding : Dinding :
Tampak 45 derajat Tampak Depan Tampak 45 derajat
Samping Kiri Samping Kanan
e |
B.DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSMS
1. Nota Pembayaran Bahan Bangunan
Kwitansi peinbayaran upah tukang
‘ o T grivrsansh 20.....

Disevijul,
Tim Teknis
Frovinsi

Diverifikasi,
Tim Teknis
Kab/Kota

Didampingi.

Konsultan
Manajemen

Pembuat laporan,
Penerima Bantuan

Pekomendasi oleh TimTeknis :
1.Progres Fisik 100 %, dilaporkan telah Tuntas¥)

2.Frogres Fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima
Pantuan mengembalikan dana BSMS*)




(KOP GUBERNUR LAMPUNG)

LForm 2-23%

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SWADAYA PONDOK WISATA

Menimbang &

Mengingat i X

Mermnperhatikan

TAHUN ANGGARAN 20

.......

Gubernur Lampung,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat
... Peraturan Gubernur Lampung Nomor.... Tahun ...
tentang Bantuan Swadaya Mahan Seiahtera dan
Pondok Wisata di Provinsi Lampung;

bahwa nama-nama perierima bantuan yang
tercanturn dalam lempiran Keputusan ini telah
memenuhi persyaratan menjadi penerima BSMS
berupa uang untuk Peningkatan Kualitas RTLH,
sehagaimana dirnaksud dalam Pasal... Peraturan
Gubernur Larnpung Nomor ....... Tahun ... tentan

Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondo
Wisata di Provinsi Lampung;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang
Penerima Bantuan Swadaya Pondok Wisata berupa
uang untuk Tehun Anggaran 20...

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang
Pembinaan  Penyelenggaraan Perumahan  dan
Kawasan Perraukiman,

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Pembentukan den Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 17 Tahun
2017;

Peraturan Daergh Provinsi Lampung Nomor ... Tahun

...... Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun ...... :

Peraturan Gubernur Lampung Nomor......... Tahun
....tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan
Pondok Wisata di Prcvinsi Lampung.
Peraturan Gubernur Lampung Nomor ... Tahun
tentang Dokumen Felaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun .....

(hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan
penerima Bantuan Swadaya Pondok Wisata)



